Nomor SOP 000.9.3.3/ 37 2| /DK-Il/2023

Tanggal Pembuatan November 2023

Tanggal Revisi 3 Juni 2024

Tanggal Efektif 1 Januari 2025

Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR H. Joko Istafto, S.P., M.Si,
‘L NIP 197508(372000031003
L]
BIDANG PERLINDUNGAN DAN KSDAE Nama SOP Identifikasi Kawasan Bemilai Ekosistem Tinggi

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 1. Memahami peraturan perundang-undangan
2. Undang-Undang Nomor 32 Thn 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Kemampuan pengoperasian komputer dan perangkat lunak lainnya
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 3. Memahami prosedur ldentifikasi Kawasan Bernilai Ekosistem Tinggi
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4.  Kemampuan penggunaan GPS
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Satwa 5. Mampu menginterprestasikan peta
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 6. Kemampuan pengolahan data
7. Provinsi Kalimantan Timur
8. SK Gubemur Kaltim No. 522.5/K.672/2020 Tentang Penetapan Peta Indikatif Kawasan Ekosistem Esensial Pronvinsi
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6628/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021, tgl 27 Oktober 2021 tentang Peta

Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2020
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Surat Masuk/pelaporan data dari KPH 1. Komputer
2. SOP Identifikasi Kawasan Ekosistem Esesnsial Indikatif 2. Printer

3. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila tidak dilaksanakan |dentifikasi Kawasan Ekosistem Esesnsial Indikatif maka data potensi Kawasan Ekosistem Esensial tidak
diketahui sehingga tidak mendapatkan rujukan bagi para pihak terkait untuk pengembangan kawasan ekosistem esensial

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana / Penanggung Jawab

Mutu Baku

No. Uraian Kegiatan Ka Bidan Ket
Kepala Dinas| Sekretaris _uxm__u .»mm PEH Analis/Polhut Kelengkapan Waktu Qutput
. . SOP Persiapan Identifikasi
Melaporkan kepada Kepala Bidang mengenai rencana . . S
1 Identifikasi Kawasan Ekosistem Esensial D WA ToMentt, {Nota Rinas xmémm..mm HdoisRem
Esensial
2 Em:&.m:wm: arahan dan EmEm::ﬂmm.%m: Analis/PEH Nota Dinas 15 Menit |Disposisi
menyiapkan bahan kelengkapan kegiatan
Menugaskan Pengelola Data untuk menyiapkan _||fu _ ; o oy i
3 instrumen dan bahan kelengkapan kegiatan pispesis 10/Menit | Disposisi, data
Menyiapkan instrumen dan bahan kelengkapan e Konsep instrumen,
4 |kegiatan kemudian menyerahkan ke Analis/PEH untuk ..||_U “H— Disposisi, data 30 Menit |bahan kelengkapan
dikoreksi kegiatan
Memeriksa instrumen dan bahan kelengkapan > = > 4—< >+ Konsep instrumen, Konsep instrumen,
5 |kegiatan, Jika setuju, membubuhkan paraf. Jika tidak bahan kelengkapan | 10 Menit |bahan kelengkapan
setuju, memerintahkan perbaikan kegiatan kegiatan
Memeriksa instrumen dan bahan kelengkapan OI|VAV Konsep instrumen, Konsep instrumen,
6 |kegiatan. Jika setuju, membubuhkan paraf. Jika tidak bahan kelengkapan | 10 Menit |[bahan kelengkapan
setuju, memerintahkan perbaikan kegiatan kegiatan
Memeriksa instrumen dan bahan kelengkapan Konsep instrumen, Konsep instrumen,
7 |kegiatan. Jika setuju, membubuhkan paraf. Jika tidak bahan kelengkapan | 60 Menit |bahan kelengkapan
setuju, memerintahkan perbaikan kegiatan kegiatan
Memeriksa instrumen dan bahan kelengkapan Konsep instrumen, Instrumen, bahan
8 |kegiatan. Jika setuju, tanda tangan. Jika tidak setuju, “ bahan kelengkapan 5 Menit |kelengkapan
memerintahkan perbaikan kegiatan kegiatan B
Memerintahkan Analis untuk menyiapkan instrumen Instrumen, bahan Instrumen, bahan
9 |dan bahan kelengkapan untuk dibawa pada saat kelengkapan 5 Menit |kelengkapan
kegiatan kegiatan kegiatan ]
1 8 t , bah
Menyiapkan instrumen dan bahan kelengkapan mefRanEn, Rhon . Insiymen; takdn
10 : ; : ; 5 : kelengkapan 240 Menit |kelengkapan
kegiatan Identifikasi Kawasan Ekosistem Esensial R :
kegiatan kegiatan




Pelaksana / Penanggung Jawab

Mutu Baku

3 Uraian Kegi Ki
als palan el Kepala | oo | Kabid | PEH/Polhut e o) A 2
Dinas PKSDAE /Analis SENgLepan 4t U
Melapor kepada Kepala Bidang mengenai pelaksanaan i . SOP Pelaksanaan Identifikasi
2 Identifikasi Kawasan Ekosistem Esensial D BEA 5Menit | Notidinas Kawasan Ekosistem Esensial
: : . 2
5 Emﬂwmzxma arahan dan Emam:zﬂ:wm_: b:m:w\.ﬁo_w_: _ILUI Neita dinas 5Menit |Disposisi
menyusun tim pelaksana dan persiapan lainnya
Menugaskan PEH/ Polhut /Analis untuk menyiapkan . D
3 |instrumen, bahan kelengkapan kegiatan dan mengetik konsep " Disposisi 10 Menit |Disposisi, data
nota dinas SPT
Menyiapkan instrumen, bahan kelengkapan kegiatan dan Konsep nota dinas
4 |konsep nota dinas SPT kemudian menyerahkan untuk < Disposisi, data 30 Menit |SPT, instrumen, bhn
dikoreksi kegiatan
Zmﬂmq%mm konsep nota %zmm.mﬁ.mm: persiapan lainnya. Jika Konisep tiota dinias SET, . xozm.mn nota dinas
5 |setuju, membubuhkan paraf. Jika tidak setuju, g . ; 5 Menit  |SPT, instrumen, bhn
; : instrumen, bhn kegiatan .
memerintahkan perbaikan 1 kegiatan
6 Memeriksa konsep nota dinas SPT. Jika setuju, membubuhkan Konsep nota dinas SPT, 10 Menit Nota dinas SPT dan
paraf. Jika tidak setuju, memerintahkan perbaikan instrumen, bhn kegiatan n instrumen
7 Memproses penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Nota dinas SPT dan 60 Menit Konsep SPT dan
diajukan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani instrumen instrumen
8 z_mE.meMm woammv SPT. Jika meE. tanda tangan. Jika tidak v .xozmmn SPT dan s Menit |SPT dan instrumen
setuju, memerintahkan perbaikan instrumen
9 Zm::mwmwg >sm_,m\.@o_:cﬁ untuk melaksanakan kegiatan SPT dar instEan eMeritt |SPTdan instrumen
sesuai dgn Surat Perintah Tugas (SPT)
10 3m_mw.wm=m_ﬁm: kegiatan Identifikasi Kawasan Ekosistem mwﬁ. instrumen, bahan 7200 Menit | Data hasil kegiatan
Esensial kegiatan
Menyusun konsep laporan hasil pelaksanaan kegiatan ’ : .
11 [dentifikasi Kawasan Ekosistem Esensial Data hasil kegiatan 2880 Menit |Konsep laporan




Pelaksana / Penanggung Jawab

Mutu Baku

No. Uraian Kegiatan Ket
Kabid PKSDAE PEH/Polhut/Analis Kelengkapan Waktu Qutput
Menyusun konsep laporan kemudian melaporkan hasil kegiatan ke D SOP Pembuatan Laporan
1 |pimpinan, kemudian pimpinan menugaskan PEH/Polhut/Analis DPA 30 menit Konsep Laporan Identifikasi Kawasan
sebagai tim pelaksana untuk membuat laporan Ekosistem Esensial
2 _s.m:uxm:%m%ms laporan kegiatan kepada Kabid PKSDAE untuk Av i P— Tl
dikoreksi
Menugaskan PEH/Polhut/Analis untuk menyiapkan instrumen,
3 |bahan kelengkapan hasil kegiatan Identifikasi Kawasan Ekosistem Data Surveti 2880 menit Dokumen
Esensial
4 Zmaw.cmn Buku/Laporan kegiatan Identifikasi Kawasan Ekosistem B 4320 menit Bulku Laporan
Esensial
5 Tim Pelaksana menandatangani laporan Identifikasi Kawasan & Buku Laporan 5 menit Buku Laporan Lengkap

Ekosistem Esensial




Nomor SOP 000.9.3.3/ 54 LIDK-I1112024

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi 3 Juni 2024
Tanggal Efekiif 1 Januari 2025
Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR H. Joko Istanto, B.P., M.Si.
NIP 197508072¢00031003

Persiapan Pelaksanaan Monitorifig Sarana Prasarana

BIDANG PERLINDUNGAN DAN KSDAE Nama SOP ;
Pengendalian Karhutla
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Instruksi Presiden No 3 tahun 2020 tentang Penanggulangan Kekabaran Hutan dan 1. Memahami Penggunaan Peralatan Sarpras Karhutla
2 Permenl.HK No 32 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Karhutla; 2. Mengetahui fungsi Sarpras
3 Perdirjen PPl No. 12 tahun 2020 SOP Dalkarhutla
4 Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 5 tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
5 Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor No. 69 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pengajuan Konsep Naskah Dinas 1. Rencana pelaksanaan kegiatan
2. SOP Permintaan Tanda Tangan Naskah Dinas 2. Instrumen Monitoring Pelaksanaan Kegiatan
3. SOP Patroli Pencegahan Karhutla 3. Komputer
4, ATK
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila monitoring pelaksanaan kegiatan tidak dilaksanakan, maka tidak akan diketahui sejauh mana perkembangan suatu kegiatan. |- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kabid { e
B! Perlindungan meMMMwms mmzmwﬁmﬂ_ Hala Kelengkapan Waktu Output 5
& KSDAE
Melaporkan kepada Kepala Bidang Perlindungan & KSDAE
1. |mengenai rencana kegiatan Monev Sarpras Pengendalian |..A v DPA dan Renstra 30 Menit Nota Dinas
Karhutla.
Memberikan arahan dan memerintahkan Analis Kebakaran
2. |menyiapkan bahan kelengkapan kegiatan Monev Sarpras rJ_ _ Nota Dinas 30 Menit Disposisi
Pengendalian Karhutla,
Menugaskan Pengelola Data PKHL untuk menyiapkan D\
3. |Instrumen dan bahan kelengkapan kegiatan Monev Pengendalian Nota Dinas 10 Menit Disposisi, Data
Karhutla.
Menyiapkan Instrumen dan bahan kelengkapan kegiatan Monev Konsep Instrumen,
Sarana Prasarana Pengendalian Karhutla, kemudian : s . Bahan Kelengkapan
% menyerahkan kepada pimpinan di seksi Pengendalian Karhutla BispasisiyData 00 Menl: Monev Pengendalian
untuk dikoreksi. Karhutla
Memeriksa Instrumen dan bahan kelengkapan Monev
Pengendalian Karhutla. Jika setuju, membubuhkan paraf, ‘ry wmwﬂwﬂ _MM_M “JMH: M_”E xmwwwﬂ NMMM ”d__nws M_M_s
5. |kemudian menyerahkan Instrument dan bahan kelengkapan v NMEHET PaT mw amﬂms 60 Menit Monev wm:mm_w nmﬂmz
Menev Pengendalian Karhutla, Jika tidak setuju, memerintahkan _Am}mmm Karhutla
Pengelola Data PKHL untuk memperbaiki Instrument.
Memeriksa instrumen, bahan kelengkapan kegiatan Monev
Pengendalian Karhutla. Jika setuju, membubuhkan tanda tangan,
kemudian menyerahkan instrumen dan bahan kelengkapan Konsep Instrumen dan tnstrumen dan Bakian
6 kegiatan Monev Pengendalian Karhutla kepada Kasi Pengendalian Bahan Kelengkapan 60 Menit| Kelengkapan Monev
" |Karhutla untuk dibawa pada saat pelaksanaan kegiatan Monev Monev Sarpras Pengendalian Karhutla
Pengendalian Karhutla, Jika tidak setuju, memerintahkan Kasi Pengendalian Karhutla
Pengendalian Karhutla untuk memperbaiki instrumen dan bahan
kelengkapan.
Memerintahkan Pengelola Data PKHL untuk menyiapkan Instrumen dan Bahen Instrumen dan Bahan
7. |instrumen beserta bahan kelengkapan kegiatan Monev sarpras Kelengkapan Zos.m< 10 Menit| Kelengkapan Monev
Pengendalian Karhutla untuk dibawa pada saat pelaksanaan. mm%ﬁmwww% menm:ms Pengendalian Karhutla
, ; D Itstrumen;dan:Baban Instrumen dan Bahan
8. Menyiapkan instrumen dan bahan kelengkapan pelaksanaan Kelengkapan Monev 30 Menit| Kelengkapan Monev

kegiatan Monev Sarpras Pengendalian Karhutla.

Sarpras Pengendalian
Karhutla

Pengendalian Karhutla




Nomor SOP 000.9.3.3/ 54 2, /DK-1112023
Tanggal Pembuatan November 2023
Tanggal Revisi 3 Juni 2024
Tanggal Efektif 1 Januari 2025
Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR H. Joko Istanto
NIP 1975080720p0031003
BIDANG PERLINDUNGAN & KSDAE Nama SOP SOP Pelaksanaan Monev Pengendalian Karhufla

\

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Instruksi Presiden No 3 tahun 2020 tentang Penanggulangan Kekabaran Hutan dan Lahan

1 Harus memahami kegiatan Pengendalian Karhutla

PermenLHK No 32 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Karhutla; 2 Mengetahui mekanisme Monev Sarpras Pengendalian Karhutla
2 Perdirien PPI No. 12 tahun 2020 SOP Dalkarhutla 3 Memiliki kemampuan pengolahan data
3 Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 5 tahun 2008 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; 4 Mampu melakukan pengkajian terhadap dokumen Renstra terhadap capaian kinerja
4 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomer No. 69 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
SOP Patroli Pencegahan karhutla 1. ATK
2. Komputer/ Laptop
3. Printer
4. Bahan/ Data pendukung Bimtek

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1 Apabila Monev PKHL tidak dilaksanakan, maka tidak akan diketahui sejauh mana parkembangan suatu kegiatan

1. Disimpan dalam bentuk file softcopy dan hardeopy
2. Dicatat dan disimpan sebagai data manual dan elektronik




Pelaksana Mutu Baku
: : Kabid
No Uraian Kegiatan Kepala Analis Pengelola Ket.
; Perlindungan Kelengkapan Waktu Output
Dinas & KSDAE Kebakaran/PEH| Data PKHL

Melaporkan Wmvm._am Kepala Dinas mengenai rencana . . . N SOP Pelaksanaan Monitoring

1. |pelaksanaan kegiatan Monev Sarpras Pengendalian Nota Dinas 10 menit Disposisi . ]
Kegiatan di Kabupaten / Kota

Karhutla ke Kab/Kota e|

Menugaskan Kabid Perlindungan & KSDAE untuk
2 |melaksanakan Monev Sarpras Pengendalian Kebakaran D Nota Dinas 10 menit Disposisi

Hutan dan Lahan ke kabupaten/kota sesuai disposisi. R

Menugaskan Analis Kebakaran/PEH untuk menyiapkan, Instrumen,
3. |instrumen dan bahan kelengkapan kegiatan dan jadwal Disposisi 10 menit | narasumberbahan

pelaksanaan Monev Sarpras Pengendalian Karhutla dan Jadwal Kegiatan

= *— | instrumen bah
. ; nstrumen bahan
4 Mﬂﬂ”wwﬂw_ﬂmmﬁwo:mc Sarpras Pengendalian Karhutla di _ _ _ _ - 4300 FRLHIE Data
P ’ ; Kegiatan
i 5 5

5. Menyusun konsep laporan hasil Monev Pengendalian mU Data 30 menit KensepEasiocan

Karhutla di kabupaten/kota




Nomor SOP 000.9.3.3/ BY2YDK-1112024

PEMERINTAH PROVINS!I KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Tanggal Pembuatan November 2023

Tanggal Revisi 3 Juni 2024

Tanggal Efektif 1 Januari 2025

Disahkan oleh Kepala Dinag Kehutanan,

H. Joko Istanto, B.P., M.Si.
NIP 197508072000031003

BIDANG PERLINDUNGAN DAN KSDAE

Nama SOP Penyusunan Laporan

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

1. Memahami sistematika penyusunan laporan

2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Dapat Mengoperasikan Komputer
3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Dagerah
4 PermenLHK No 32 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Karhutla;
5 Perdirjen PPI No. 12 tahun 2020 SOP Dalkarhutla
6 Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 5 tahun 2008 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
7 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomar No. 69 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1, SOP Patroli Pencegahan Karhutla 1. Komputer/Laptop
2. Printer
3. ATK
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Peraturan Gubemnur.

Peraturan Gubemur harus dapat disosialisasikan, jika tidak PNS tidak akan mengetahui pengaturan-pengaluran yang terdapat di dalam

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
¢ ! Kabid
No Uraian Kegiatan Analis Pengelola Data Ket.
Perlindungan Kelengkapan Waktu Qutput
Kebakaran/PEH PKHL & KSDAE
Menyusun konsep laporan, kemudian menugaskan A v \ - ; disposisi, konsep | SOP Penyusunan
L Pengelola Data PKHL untuk mengetiknya. dishiasist, sacan. | 59 menit laporan Laporan
Mengetik konsep laporan, kemudian menyampaikan T Y
2. |kepada atas di Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan P la o“wmn P | 15 menit konsep laporan
Lahan untuk dikoreksi P
Mengoreksi konsep laporan. Jika setuju, menyerahkan
3 kepada Kabid untuk dikoreksi. Jika tidak setuju, konsep laporan | 10 menit konsep laporan
" |mengembalikan kepada Pengelola Data PKHL untuk
diperbaiki.
Mengoreksi konsep laporan. Jika setuju, memerintahkan
4. |untuk di lanjutkan. Jika tidak setuju, mengembalikan . konsep laporan | 10 menit konsep laporan
kepada Analis Kebakaran/PEH untuk diperbaiki.
5 Menugaskan Analis Kebakaran/PEH untuk mencetak final L_ _ konsep laporan, e — konsep laporan,
laporan dan memproses penandatanganan. disposisi disposisi
- Menugaskan Pengelola Data PKHL untuk mencetak final konsep laporan, & menit konsep laporan,
" {laporan dan memproses penandatanganan. disposisi dispaosisi
Mencetak final laporan dan menyerahkan kepada Analis konsep laporan, .
; t
. Kebakaran/PEH untuk mendapatkan paraf. disposisi 15 mend Kpniseg lapgavan
9 Membubuhkan paraf, kemudian menyerahkan kepada Konsep laporan 5 menit ——_—m
* |Kabid untuk mendapatkan paraf. piap piap
10 Menugaskan Pengelola Data Karhutla untuk mengarsipkan ; laporan, disposisi| 5 menit |laporan, disposisi
laporan.
11 |Mengarsipkan laporan. laporan, disposisi| 5 menit arsip




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP

000.8.3.3/ .vvﬁ.w_._ox.m_:momm

Tanggal Pembuatan

November 2023

Tanggal Revisi

3 Juni 2024

Tanggal Efektif

1 Januari 2025

Disahkan cleh

Kepala Dinas Kehutanan,

H. Joko Istanto, S.H., M.Si.
NIP 197508072000D31003

BIDANG PERLINDUNGAN DAN KSDAE

Nama SOP

Patroli Partisipatif bersama Masyrakat Peduli Konservasi (MPK)
di Kawasan Ekosistem Esensial (KEE

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Undang-Undang Nomor 32 Thn 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Paraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Satwa

Peraturan Pemarintah Nomor 28 tahun 2011 Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6628/MENLHK-PK TL/K UH/PLA.2/10/2021, tgl 27 Oktober 2021 tentang Peta
Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2020

SK Gubernur Kaltim No. 500/K.239/2019, tanggal 29 Maret 2019 tentang pembentukan Tim Pembuat Peta Indikatif KEE
Provinsi Kalimantan Timur

SK Gubernur Kaltim No. 522.5/K.672/2020 Tentang Penetapan Peta Indikatif Kawasan Ekosistem Esensial Pronvinsi

@ =N oo A wWN

©

Kalimantan Timur

1. Memahami peraturan perundang-undangan
2. Kemampuan pengoperasian komputer
3. Kemampuan Melaksanakan Patroli Partisipatif bersama Masyrakat Peduli Konservasi

(MPK) di Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)sesuai rencana yang telah disusun

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. Renstra, Renjadan DPA

3. ATK

1. Peraturan perundang-undangan
2. Komputer dan perlengkapannya

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila tidzk dilaksanakan Patroli Partisipatif bersama Masyrakat Peduli Konservasi (MPK) di Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)
maka tidak adanya pengawasan, perlindungan dan pengamanan di Kawasan Ekosistem Esensial.

- Disimpan sebagai data elekironik dan manual




Pelaksana / Penanggung Jawab Mutu Baku

UnlnKegtten Kepala | KaBidang | PEH/Polhut/ et

Dinas PKSDAE Analis Kelengkapan Waktu Qutput

Memerintahkan Kepala Bidang Perlindungan Konservasi Sumber

daya alam dan Ekosistemnya untuk melaksanakan Patroli D||IVD?I|V_HH_ DPA

Partisipatif bersama Masyrakat Peduli Konservasi (MPK) di 1aMent BiEpRee!
Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) SOP Patroli Partisipatif
1 bersama Masyrakat
Peduli Konservasi (MPK)
Persiapan kelengkapan administrasi dan penyusunan rencana rﬂ._.H_ WaiisEs Mok Ditdsd Mot Dinas dan Surat C xmémmm.s_mwmnwmm_wmmmg
Patroli Partisipatif bersama Masyrakat Peduli Konservasi (MPK) il m:ﬂmnwm:ncm:_ﬂwwm mM 20 Menit omm;ﬁ:ms .H.M”m a sensial (KEE)
di Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) & B
Memeriksa instrumen dan bahan kelengkapan kegiatan. Jika Surat Bantuan Tenaga Surat Bantuan Tenaga N
setuju, membubuhkan paraf. Jika tidak setuju, memerintahkan A < dan Nota Dinas & 120 Menit | dan Surat Perintah Tugas
erbaikan an (SPT)
P
t
Menyampaikan surat bantuan tenaga ke pihak terkait untuk > mm..ﬂhwmnmwmﬂﬂﬂrﬂﬂmmmw_ Jadwal Pelaksanaan
kegiatan Patroli Partisipatif bersama Masyrakat Peduli (SPT) dan xm_mzmwwﬁmu 120 Menit Kegiatan Patroli

Konservasi (MPK) di Kawasan Ekosistem Esensial (KEE} Tty Partisipatif

Surat Perintah Tugas

: T . (SPT), Dokumen .
Pelaksanaan Patroli Partisipatif bersama Masyrakat Peduli Pendukung (LK dan 7200 Menit Pelaksanaan Kegiatan

Konservasi (MPK) di Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Surat Pernyataan) dan Patroli Partisipatif

ATK

Pembuatan laporan hasil pelaksanaan Patroli Partisipatif bersama i Laporan Hasil
Masyrakat Peduli Konservasi (MPK) di Kawasan Ekosistem £ e nd 2880 Menit Pelaksanaan Patroli
: Patroli Partisipatif oo oo

Esensial (KEE) Partisipatif




Nomor SOP 000.9.3.3/ 53 2L/DK-111/2024
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi 3 Juni 2024
Tanggal Efekiif 1 Januari 2025
Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN H. Joko Istanto
NIP 197508072000031003
BIDANG PERLINDUNGAN& KSDAE Nama SOP SOP Patroli Pencegahan _Amrﬁ_m

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Inpres No. 3 tahun 2020 Tentang Penanggulangan Karhutia

Permen LHK 32 Tahun 2016 Tentang Dalkarhutla

PP 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Degradasi Lingkungan dan Pencemaran

dalam korelasi dengan Kebakaran Hutan dan Lahan
PP 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Keria Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

S N

1 Harus memahami kegiatan Pengendalian Karhutla

Keterkaitan

Peralatanfperlengkapan

1. SOP Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla

1. Rencana pelaksanaan kegiatan
2. Instrumen Monitoring Pelaksanaan Kegiatan
3. Komputer

4. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila monitoring pelaksanaan kegiatan tidak dilaksanakan, maka tidak akan diketahui sejauh mana perkembangan
suatu kegiatan.

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
: Pengelola
No Uraian Kegiatan A Kabid i Ket.
Perlindungan y Kelengkapan Walktu Output
Kebakaran & KSDAE Informasi
PKHL
Melaporkan kepada Kepala Bidang Perlindungan & : :
1. {KSDAE mengenai rencana kegiatan Patroli Pencegahan DPA dan Renstra 30 Menit Nota Dinas GO Ferapunbatal
Pencegahan Karhutla
Karhutla.
Memberikan arahan dan memerintahkan Kasi
2. |Pengendalian Karhutla menyiapkan instrumen dan bahan Nota Dinas 30 Menit Disposisi
kelengkapan kegiatan Patroli Pencegahan Karhutla
Menugaskan Pengelola Sistem Informasi PKHL untuk
3. |menyiapkan Instrumen dan bahan kelengkapan kegiatan Nota Dinas 10 Menit Disposisi, Data
Patroli Pencegahan Karhutla
Menyiapkan Instrumen dan bahan kelengkapan kegiatan Konsep Instrumen, Bahan
4, |Patroli Pencegahan Karhutla, kemudian menyerahkan Disposisi, Data 360 Menit Kelengkapan Patroli
kepada Kasi Pengendalian Karhutla untuk dikoreksi. Pencegahan Karhutla
Memeriksa Instrumen dan bahan kelengkapan Patroli
Pencegahan Karhutla. Jika setuju, membubuhkan paraf, v Konsep Instrumen dan Konsep Instrumen dan
5 kemudian menyerahkan Instrument dan bahan V Bahan Kelengkapan 60 Menit Bahan Kelengkapan
" |kelengkapan Patroli Pencegahan Karhutla. Jika tidak Patroli Pencegahan Patroli Pencegahan
setuju, memerintahkan Pengelola Sistem Informasi PKHL Karhutla Karhutla
untuk memperbaiki Instrument.
Memeriksa instrumen dan bahan kelengkapan kegiatan
Patroli Pencegahan Karhutla. Jika setuju, membubuhkan
tanda tangan, kemudian menyerahkan instrumen dan O T -
bahan kelengkapan kegiatan Patroli Pencegahan Karhutla mmgﬂ R — Instrumen dan Bahan
6. |kepada Kasi Pengendalian Karhutla untuk dibawa pada ; i 60 Menit Kelengkapan Patroli
: ; Patroli Pencegahan
saat pelaksanaan kegiatan Patroli Pencegahan Karhutla. Karhutla Pencegahan Karhutla
Jika tidak setuju, memerintahkan Kasi Pengendalian
Karhutla untuk memperbaiki instrumen dan bahan
kelengkapan.
Emgm.zswmr_ﬂ.w: Pengelola Sistem Informasi PKHL untuk T Ty Instrumen dan Bahan
menyiapkan instrumen beserta bahan kelengkapan 5 ; ;
7. . . : Kelengkapan Patroli 10 Menit Kelengkapan Patroli
kegiatan Patroli Pencegahan Karhutla untuk dibawa pada
Pencegahan Karhutla Pencegahan Karhutla
saat pelaksanaan.
Menyiapkan Instrumen dan bahan kelengkapan Inskfiitmendali Bahan Instrurmen dan Bahan
8. ylap gisap Kelengkapan Patroli 30 Menit Kelengkapan Patroli

pelaksanaan kegiatan Patroli Pencegahan Karhutla.

Pencegahan Karhutla

Pencegahan Karhutla




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS KEHUTANAN

BIDANG PERLINDUNGAN & KSDAE

Nomor SOP 000.9.3.3 542ADK- 1112023
Tanggal Pembuatan ‘November 2023
Tanggal Revisi 3 Juni 2024

Tanggal Efektif

1 Januari 2025

Disahkan oleh

Kepala Dinas Kehutanan,

H. Joko Istantp, S.P., M.Si.
NIP 19750807R000031003

Nama SOP

Pelaksanaan Pencegahan Kafutla

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

Harus memahami kegiatan Pengendalian Karhutla

1 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Mengetahui mekanisme Pencegahan Karhutla

3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Memiliki kemampuan pengolahan data

4 Inpres No. 3 tahun 2020 Tentang Penanggulangan Karhutla . semzm .
kuk terhadap dok terhad ki

5 Pemen LHK 32 Tahun 2016 Tentang Dalkarhutia Mampu melakukan pengkajian terhadap dokumen Renstra terhadap capaian kinerja

& PP 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Degradasi Lingkungan dan Pencemaran

7 PP 45 Tahun 2004 Tentang Perindungan Hutan

8  Peraturan Gubemur Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pengajuan Konsep Naskah Dinas 1. Komputer

2 SOP Permintaan Tanda Tangan Naskah Dinas 2. Printer

3. SOP Penyusunan Laporan 3. ATK

4, SOP Pengajuan Perjalanan Dinas

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila monitoring pelaksanaan kegiatan tidak dilaksanakan, maka tidak akan diketahui sejauh mana perkembangan suatu kegiatan.

- Disimpan sebagai data elektronk dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan i PEH/Analis | Pen i et
: : gelola Sistem W
akiu
Kepala Dinas | Periindungan & i Informasi PKHL Kelengkapan Cutput
KSDAE

Melaporkan kepada Kepala Dinas mengenai rencana pelaksanaan ) ; e SOP Pelaksanaan
K kegiatan Patroli Pencegahan Karhutla ke Kab/Kota et Ries L Dispesis! Pencegahan Karhutla

Menugaskan Kabid Perlindungan & KSDAE untuk melaksanakan
2 |kegiatan Patroli Pencegahan Karhutia ke kabupaten/kota sesuai D Nota Dinas 10 menit Disposisi

disposisi. I

Menugaskan Analis Kebakaran / PEH  untuk menyiapkan, instrumen Instrumen,
3. |dan bahan kelengkapan kegiatan dan jadwal pelaksanaan Patroli Disposisi 10 menit | narasumber,bahan

Pencegahan Karhutla dan Jadwal Kegiatan
4. |Melaksanakan Patroli Pencegahan Karhutia di kabupaten/kota. ISR cm:.m: o 1500  menit Data

Jadwal Kegiatan
, . ta d

5 Menyusun konsep laporan hasil Patroli Pencegahan Karhutla di T 30 menit | KonsepLaporan

kabupaten/kota




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Normor SOP 000.9.3.3/ 5% 2 /DK-11/2024

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi 3 Juni 2024

Tanggal Efektif 1 Januari 2025

Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan,

H. Joko Istanto, $.P., M.Si.
NIP 1975080720§0031003

BIDANG PERLINDUNGAN & KSDAE

Nama SOP Penyusunan Laporan

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah

2. Peraturan Daerah Nomor @ Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 51 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

1. Memahami sistematika penyusunan laporan
2. Mampu mengoperasikan komputer

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pengajuan Konsep Naskah Dinas 1. Komputer/Laptop

2. SOP Permintaan Tanda Tangan Naskah Dinas 2. Printer

3. SOP Penyusunan Laporan 3. ATK

4. SOP Pengajuan Perjalanan Dinas

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Peraturan Gubernur harus dapat disosialisasikan, jika tidak PNS tidak akan mengetahui pengaturan-pengaturan yang terdapat di
dalam Peraturan Gubemur.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan ; Pengelola Kabid Ket.
_M%mﬂm WMMM Sistem Informasi| Perlindungan & Kelengkapan Waktu Qutput
PKHL KSDAE
Menyusun konsep laporan, kemudian menugaskan . c . | disposisi, konsep
‘ : d ’
. Pengelola Sistem Informasi PKHL untuk mengetiknya. epesisl, catatin Al mienit laporan SEPRenyEsuREn Lapotan
Mengetik konsep laporan, kemudian menyampaikan disposisi, konsep ;
2. 1
kepada Kabid Perlindungan KSDAE untuk dikoreksi. laporan 5 menit | konsepilaperan
3 ngmzwﬂmm woz.mmn laporan dan menyerahkan kepada Kabid o o 10 menit| konsep laporan
untuk dikoreksi.
Mengoreksi konsep laporan. Jika setuju, memerintahkan
4. |untuk di arsipkan. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada konsep laporan 10 menit| konsep laporan
Analis Kebakaran untuk diperbaiki.
5 Menugaskan Analis Kebakaran untuk mencetak final konsep laporan, 5 menit konsep laporan,
" |laporan dan memproses penandatanganan. \D disposisi n disposisi
Menugaskan Pengelola Sistem Informasi PKHL untuk konsep laporan, ; konsep laporan,
6. : o 5 menit . o
mencetak final laporan dan memproses penandatanganan. disposisi disposisi
Mencetak final laporan dan menyerahkan kepada Kabid konsep laporan, ;
; s ]
2 Perlindungan KSDAE untuk mendapatkan paraf. disposisi 15 ‘menit| konsep laporan
g Menugaskan Analis Kebakaran untulk mengarsipkan laporan, disposisi | 5 menit | laporan, disposisi
laporan.
A 4
9 |Mengarsipkan laporan. A v laporan, disposisi 5 menit arsip




PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 000.9.3.3/%% 2y /DK-I11/2024

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi 3 Juni 2024

Tanggal Efektif 1 Januari 2025

Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan,

E N

G

H. Joko Istanto, 3 P., M.Si.
NIP 197508072000031003

BIDANG PERLINDUNGAN DAN KSDAE

Nama SOP Penegakan Hukum, Advokasi dan Konsliltasi Bantuan Hukum

<

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomar 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang
cipta kerja menjadi undang-undang

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

9. Permenpan RB Nomor 21 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

10.  Permenpan RB Nomor 1 tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional

o O R N =

1. Memahami peraturan perundang-undangan
2. Kemampuan pengoperasian komputer
3. Memahamiprosedur sesuai permasalahan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Penanganan Surat Masuk

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila terlambat maka pemohon belum mendapat kepastian hukum dalam penyelesaian permasalahan

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana / Penanggung Jawab

Mutu Baku

No. Uraian Kegiatan Penyusun Analis ; Ket
Bahan Bantuan| Permasalahan ko Sekretaris Nm._um_m Kelengkapan Waktu Output
PKSDAE Dinas
Hukum/Polhut Hukum
SOPP Hukum,
Menugaskan Analis Permasalahan Hukum untuk Disposisi, Surat .. |Disposisi, Surat m:mwmwms uiam
1 ’ . 5 Menit Advokasi dan Konsultas
menganalisa permasalahan sesuai surat masuk masuk masuk
Bantuan Hukum
Menganalisa permasalahan dan membuat telaahan staf
2 terkait wmqﬂmmmgm:mz. w.mﬁmsﬁcms %.msm berlaku, dan Disposisi, Surat 120 Menit|Telaahan staf
rekomendasi penyelesaian, kemudian masuk
menyerahkannya kepada Kabid PKSDAE —
Mempelajari telaahan staf. Jika setuju, memerintahkan
3 |untuk ditindaklanjuti. Jika tidak, berdiskusi dgn Analis Telaahan staf 60 Menit |Disposisi
Permasalahan Hukum untuk solusi lain
K
; . . . onsep Nota Dinas
Menyiapkan konsep tindak lanjut, kemudian ; . .
S Surat
4 menyerahkan ke Kabid PKSDAE untuk dikoreksi Risposis! A0 Mot Uw“;mm Konsep Sura
pr—a
Memeriksa konsep tindak lanjut. Jika setuju, Konsep Nota Dinas Konsep Nota Dinas
5 |membubuhkan paraf. Jika tidak setuju, memerintahkan SPT / Konsep Surat | 20 Menit [SPT / Konsep Surat
untuk perbaikan Dinas Dinas
Memeriksa konsep tindak lanjut. Jika m.mnE : . Konsep Nota Dinas _ |Nota Dinas SPT /
6 |membubuhkan tanda tangan / paraf. Jika tidak setuju, SPT / Konsep Surat | 20 Menit .
) : \ ) Konsep Surat Dinas
memerintahkan untuk perbaikan 3 Dinas
‘ : . . . Y
Memeriksa konsep ﬂ:mmw EEE. :_ﬂm setuju, . f Nota Dinas SPT / _ |Konsep SPT / Konsep
7 |membubuhkan paraf. Jika tidak setuju, memerintahkan Konsen Surat Ditas 10 Menit Surat Dinas
untuk perbaikan /\ P
Memeriksa konsep tindak lanjut. Jika setuju, tanda ) :
’ tP
8 |tangan. Jika tidak setuju, memerintahkan untuk \ xozmmv.m_uq. / Konsep 10 Menit Sirat Perttai ,_.,:mmm
. Surat Dinas (SPT) / Surat Dinas
perbaikan
. p g | i
Memerintahkan Penyusun Bahan mman:mm EE.EE & Supar Pertibah Tugss _ |surat Perintah Tugas
9 |Polhut untuk melaksanakan proses tindak lanjut < (SPT) / Surat Dinas 5 Menit (SPT) / Surat Dinas
(pelaksanaan SPT / pengiriman Surat Dinas)
10 Melaksanakan proses tindak lanjut (melaksanakan Surat Perintah Tugas 7200 |Bahan laporan / Bukti
tugas sesuai SPT / mengirimkan Surat Dinas) (SPT) / Surat Dinas Menit |pengiriman




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP '000.9.3.3/2)2dDK-111/2-24
Tanggal Pembuatan November 2023
Tanggal Revisi 3 Juni 2024

Tanggal Efektif

1 Januari 2025

Disahkan oleh

Kepala Dinas Kehutanan,

H. Joko Istanto, §.P..M.Si.

NIP 1975080720§0031003

BIDANG PERLINDUNGAN DAN KSDAE

Nama SOP

Pengamanan Kawasan Hutan

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 1. Memahami peraturan perundang-undangan
9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 2. Kemampuan pengoperasian komputer
3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 3. Memahami prosedur pengamanan hutan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4, Kemampuan penggunaan GPS
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 5. Kemampuan bekerjasama dengan Tim
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang
cipta kerja menjadi undang-undang _
7.  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
9. Permenpan RB Nomor 21 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan
10, Permenpan RB Nomor 1 tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4, Kendaraan operasional
5 GPS
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila tidak dilaksanakan maka menimbulkan kerusakan hutan dan kerugian negara

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana / Penanggung Jawab

Mutu Baku

No, Uraian Kegiatan A Kabid Analis Ket
Polhut | PKSDAE Permasalahan | Sekretaris | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Hukum
d g )

i Melapor kepada .xmvm_m Bidang mengenai rencana DPA / Laporan 15 Menit |Nota dinias SOP Pengamanan kawasan
pelaksanaan kegiatan pengamanan hutan pengaduan Hutan
Memberikan arahan dan memerintahkan Polhut untuk o

2 |menyusun tim dan mempersiapkan rapat persiapan kegiatan Nota dinas 15 Menit |Disposisi
pengamanan hutan
Menyusun tim pelaksana dan memerintahkan Analis \

3 |Permasalahan Hukum mempersiapkan bahan rapat persiapan _ P.__ Disposisi 15 Menit |Disposisi, data
pelaksanaan kegiatan

a Emnw_mvwm.: wm:ms\.amﬁm dan mempersiapkan pelaksanaan Disposisi, data 30 Menit Data, jadwal pelaksanaan
rapat persiapan kegiatan pengamanan hutan : _ rapat
Melaksanakan rapat untuk menetapkan tim pelaksana, target Hasil rapat (personil,

5 |sasaran/ lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan pengamanan Data 180 Menit |lokasi, waktu
hutan pelaksanaan}

I | ]
Memerintahkan Analis Permasalahan Hukum untuk mengetik ; . . , .
P i, hasil

6 konsep Nota Dinas SPT \rﬂ Hasil rapat 5 Menit |Disposisi, hasil rapat
Mengetik konsep Nota Dinas SPT dan menyerahkan kepada s g3 ; ; .

S

7 Kabid PKSDAE untuk dikoreksi ._.l Disposisi, hasil rapat| 15 Menit |Konsep Nota Dinas PT
Memeriksa konsep Nota Dinas SPT. Jika setuju, Konsep Nota Dinas

8 |membubuhkan paraf. Jika tidak setuju, memerintahkan SPT B 5 Menit |Konsep Nota Dinas SPT
perbaikan
Memeriksa konsep Nota Dinas SPT. Jika setuju, Konsen Nota Dinas

9 |membubuhkan tanda tangan. Jika tidak setuju, SPT P 5 Menit [Nota Dinas SPT
memerintahkan perbaikan
Memproses penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) dan ; . |Konsep Surat Perintah

t
14 diajukan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani Y Het DinansEL e Tugas (SPT)
11 Memeriksa konsep SPT. Jika setuju, membubuhkan tanda ~ Mwmwww%ﬁmwm 20 Menit Surat Perintah Tugas
tangan. Jika tidak setuju, memerintahkan perbaikan (SPT) & (SPT)
12 Memerintahkan Kabid PKSDAE untuk melaksanakan kegiatan Surat Perintah 5 Menit Surat Perintah Tugas
pengamanan hutan sesuai Surat Perintah Tugas (SPT) Tugas (SPT) (SPT)
13 Memerintahkan Tim Polhut untuk melaksanakan kegiatan Surat Perintah 5 Menit Surat Perintah Tugas
pengamanan hutan sesuai Surat Perintah Tugas (SPT) Tugas (SPT) (SPT)
14 Melaksanakan kegiatan pengamanan hutan sesuai Surat Surat Perintah 7200 Menit Data hasil pelaksanaan
Perintah Tugas (SPT) Tugas (SPT) kegiatan
Data hasil
Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengamanan e : " .
11 ta
15 hutan dan menyampaikannya kepada Kabid PKSDAE O MMMMHHNQ 600 Menit: |Laporan hasil kegiatn




Pelaksana / Penanggung Jawab

Mutu Baku

No. Uraian Kegiat i K
Sen b Analis/ Polhut | Kabid PKSDAE hralis Sekretaris | Kepala Dinas | Kelengkapan | Waktu Output ¥
Permasalahan
Membuat laporan hasil
pelaksanaan kegiatan , S Data hasil Laporan hasil
16 |pengamanan hutan dan _ pelaksanaan |240 Menit c.
; _ B . kegiatan
menyampaikannya kepada S kegiatan
Kabid PKSDAE
Memerintahkan Analis
Permasalahan Hukum untuk . Disposisi,
- Laporan hasil ; ;
17 |mempersiapkan rapat r . 5 Menit |Laporan hasil
. . kegiatan .
pembahasan hasil kegiatan / kegiatan
pengamanan hutan *
Menyiapkan bahan rapat dan : " Bahan rapat,
menyiapkan pelaksanaan Dispesist Laporan hasil
18 : Laporan hasil | 60 Menit .
rapat pembahasan hasil Keoiatan kegiatan,
kegiatan pengamanan hutan g jadwal rapat
Melaksanakan rapat h 4 A S A
pembahasan hasil kegiatan Bahan rapat, Hasil rapat,
19 |pengamanan hutan untuk Laporan hasil |180 Menit|Laporan hasil
menentukan langkah lebih kegiatan kegiatan
lanjut jika diperlukan
Memerintahkan Analis Dishasisi
Permasalahan Hukum dan Hasil rapat, mmmmw - .m_”
20 |Polhut untuk menyiapkan Laporan hasil | 5 Menit pat,
. e ; Laporan hasil
bahan tindak lanjut (jika ada) kegiatan .
: kegiatan
dan mengarsipkan laporan
Menyiapkan bahan tindak Y Disposisi,
21 lanjut o__.ﬂm ada) dan . . ) Hasil rapat, | 30 Menit mmwms ﬁ:m.mw
mengarsipkan laporan hasil Laporan hasil lanjut, Arsip
kegiatan pengamanan hutan kegiatan




PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP

000.9.3.3/5y5VDK-IIl/2-24

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi 3 Juni 2024

Tanggal Efektif

1 Januari 2025

Disahkan cleh

Kepala Dinas Kehutanan,

H. Joko Istanto, S.P., M.Si.

NIP 187508§72000031003

BIDANG PERLINDUNGAN DAN KSDAE

Nama SOP

Peningkatan Kapasitas SDM

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor & Tahun 1890 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

® ;e

cipta kerja menjadi undang-undang
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang

1. Memahami peraturan perundang-undangan
2. Kemampuan pengoperasian komputer
3. Memahami prosedur pengamanan hutan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
9. Permenpan RB Nomor 21 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Palisi Kehutanan
10. Permenpan RB Nomor 1 tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila tidak dilaksanakan maka tenaga pelaksana perlindungan dan pengamanan hutan belum mendapatkan peningkatan
kemampuan dalam menjalankan tugasnya

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana / Penanggung Jawab

Mutu Baku

No. Uraian Kegiatan ;5 Analis : Ket
% Rergsiols Permasalahan Polhut S Sekretaris |Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
data PKSDAE
Hukum
Melapor kepada Kabid mengenai rencana kegiatan peningkatan . ; SOP Peningkatan Kapasitas
Nota
i SDM pelaksana perlindungan dan pengamanan hutan di KPH HEA E et e inag SDM
- |

Memberikan arahan dan memerintahkan Kabid PKSDAE untuk D

2 |menyusun tim pelaksana dan melaksanakan rapat persiapan Nota dinas 15 Menit {Disposisi
kegiatan

3 Menyusun tim pelaksana dan memerintahkan Pengelola Data D D Disposisi 15 Menit  |Disposisi, data
mempersiapkan bahan serta rapat persiapan kegiatan '

4 Menyiapkan bahan/data dan mempersiapkan pelaksanaan rapat L,W_ Disposisi, data 20 Menit Data, jadwal pelaksanaan
persiapan kegiatan POsiS rapat

5 Melaksanakan rapat untuk menetapkan tim pelaksana, peserta, 4 Dt 120 Menit Hasil rapat (personil, lokasi,
tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan waktu pelaksanaan)
M hkan Pengelola D k membuat k N | —

emerintahkan Pengelola Data untuk membuat konsep Nota : : . - .
D , hasil

6 Dinas SPT dan Surat Dinas yang diperlukan __UAI Bagil vapat Mt isposisi, hasil rapat

5 Membuat konsep Nota Dinas SPT dan Surat Dinas kemudian " i, il et 15 Menit Konsep Nota Dinas SPT dan
menyerahkan kepada Kabid PKSDAE untuk dikoreksi p ! P Konsep Surat Dinas

3 Memeriksa konsep Nota Dinas SPT & Surat Dinas. Jika setuju, Konsep Nota Dinas SPT 15 Menit Konsep Nota Dinas SPT dan
membubuhkan paraf. [ika tidak setuju, memerintahkan perbaikan dan Konsep Surat Dinas Konsep Surat Dinas

g Memeriksa Nota Dinas SPT & Surat Dinas. Jika setuju, v Nota Dinas SPT dan BT Konsep SPT dan Konsep
membubuhkan paraf. Jika tidak setuju, memerintahkan perbaikan AW|.$|_ Konsep Surat Dinas Surat Dinas

10 Memeriksa konsep SPT & Surat Dinas. Jika setuju, membubuhkan /\é/\ |VD Konsep SPT dan Konsep — Surat Perintah Tugas {SPT)
paraf. |ika tidak setuju, memerintahkan perbaikan Surat Dinas dan Surat Dinas

11 Memerintahkan Kabid PKSDAE untuk melaksanakan kegiatan Surat Perintah Tugas 5 Menit Surat Perintah Tugas (SPT)
peningkatan SDM sesuai Surat Perintah Tugas (SPT) AAVA (SPT) dan Surat Dinas dan Surat Dinas

12 Memerintahkan Tim Pelaksana untuk melaksanakan kegiatan h J Surat Perintah Tugas 5 Menit Surat Perintah Tugas (SPT)
peningkatan SDM sesuai Surat Perintah Tugas (SPT) _|||_ ﬂ (SPT) dan Surat Dinas dan Surat Dinas

| S— S | PP

13 Melaksanakan kegiatan peningkatan SDM pelaksana r Surat Perintah Tugas 960 Menit Data hasil pelaksanaan
perlindungan dan pengamanan hutan di KPH (SPT) dan Surat Dinas kegiatan
Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan peningkatan SDM v _“P.\_ Data hasil pelaksanaan ; . .

: L an hasil kegiata

o dan menyampaikannya kepada Kabid PKSDAE ﬂ_ _HU A.v kegiatan 120 Menit |Laporan hasil kegiatan

Memerintahkan Pengelola Data untuk mempersiapkan rapat g . . Disposisi, Laporan hasil
La Menit 2

15 pembahasan hasil pelaksanaan kegiatan peningkatan SDM _H__n| por hasil epatan 5 Ment kegiatan

16 Menyiapkan bahan rapat dan menyiapkan pelaksanaan rapat Disposisi, Laporan hasil 60 Menit Bahan rapat, Laporan hasil
pembahasan hasil pelaksanaan kegiatan peningkatan SDM |_ kegiatan kegiatan, jadwal rapat

fe — I 1 - el LR

17 Melaksanakan rapat pembahasan hasil pelaksanaan kegiatan _||WH_ Bahan rapat, Laporan 180 Menit Hasil rapat, Laporan hasil
peningkatan SDM hasil kegiatan kegiatan
[Memerintahkan Pengelola Data untuk menginput data dan L B Hasil rapat, Laporan hasil Disposisi, Hasil rapat,

18 | mengarsipkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan peningkatan T kegiatan . Sl Laporan hasil kegiatan
SDM _

19 Menginput data dan mengarsipkan laporan hasil pelaksanaan & Disposisi, Hasil rapat, 30 Menit |Input data, Arsip

kegiatan peningkatan SDM

Laporan hasil kegiatan




Nomer SOP 000.9.3.3/%¥AC [DK-1/2023
Tanggal Pembuatan November 2023
Tanggal Revisi 3 Juni 2024

Tanggal Efektif 1 Januari 2025

Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR H. Joko Istantq, S.P.. M.Si.
NIP 19750807p000031003
BIDANG PERLINDUNGAN DAN KSDAE Nama SOP Sosialisasi Kawasan Bemilai xormmzmmw Tinggi

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nemor 5 Tahun 1980 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 32 Thn 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Periindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Satwa

Peraturan Pemerintah Nomar 28 tahun 2011 Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6628/MENLHK-PK TLKUH/PLA.2/10/2021, tgl 27 Oktober 2021 tentang Peta

Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2020

8. SK Gubernur Kaltim No. 500/K.239/2019, tanggal 29 Maret 2019 tentang pembentukan Tim Pembuat Peta Indikatif KEE
Provinsi Kalimantan Timur

9. SK Gubemur Kaltim No. 522.5/K.672/2020 Tentang Penetapan Peta Indikatif Kawasan Ekosistem Esensial Pronvinsi

~N oo s WN

1. Memahami peraturan perundang-undangan
2, Kemampuan pengoperasian komputer
3, Kemampuan Melaksanakan Sosialisasi Kawasan Bernilai Ekosistem Penting sesuai rencana

Keterkaitan

Peralataniperlengkapan

1. SOP Sosialisasi Kawasan Bemnilai Ekosistem Penting
2. Renstra, Renja dan DPA

1. Peraturan perundang-undangan terkait
2. Komputer dan perlengkapannya
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila tidak dilaksanakan Sosialisasi Kawasan Bernilai Ekosistem Penting maka tidak dapat menyadartahukan masyarakat
terkait penting nya keberadaan Kawasan Bemilai Ekosistem Penting

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana / Penanggung Jawab

Mutu Baku

No. Uraian Kegiatan Ket
Kepala | Ka.Bidang Analis /
Dinas | PKSDAE PEH POLHUT Kelengkapan Waktu Output

Memerintahkan Kepala Bidang Perlindungan Konservasi SOP Sosialisasi
1 |Sumber daya alam dan Ekosistemnya untuk melaksanakan Dll_H_llvﬂ_ DPA 15 Menit Disposisi Kawasan Bernilai

Sosialisasi Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Ekosistem Penting

; - . Konsep surat koordinasi
Persiapan kelengkapan administrasi dan penyusunan rencana L N
. e i : pelaksanaan sosialisasi ke ; Surat Koordinasi dan Nota
2 |kerja pelaksanaan Sosialisasi Kawasan Bernilai Ekosistem lDAl . .| 15 Menit ) S
: pihak Desa/Kecamatan terkait Dinas Koordinasi
Penting : g it
dan Nota Dinas koordinasi
Memeriksa i iatan. Jika |
mﬂmzwmm InsiiIMEn. dan E&m: _mm_m:m_ﬂv.m: _Sm.mﬂm._: Jita Surat Koordinasi dan Nota 120 Surat Koordinasi dan Surat
3 |setuju, membubuhkan paraf. Jika tidak setuju, memerintahkan : . .
; Dinas Menit Perintah Tugas (SPT)

perbaikan
4 Koordinasi ke pihak Desa/Kecamatan terkait kegiatan Dl _ _ Surat Koordinasi dan Surat 4320 | Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Sosialisasi Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Perintah Tugas (SPT) Menit Sosialisasi

- dinasi =

Pembuatan laporan hasil Koordinasi kegiatan Sosialisasi Laporan Pelaksanaan 2880 rm.ﬁo.amz.mmm: Koor Em.ﬂ .
5 s o : : e . Sosialisasi Kawasan Bernilai

Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Koordinasi Sosialisasi Menit : i

Ekosistem Penting




Nomor SOP 000.9.3.3/ AHLDK-11/2024
Tanggal Pembuatan November 2023
Tanggal Revisi 3 Juni 2024
Tanggal Efektif 1 Januari 2025
Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR H. Joko Istaito, S.P., M.Si.
NIP 1975080)/2000031003
BIDANG PERLINDUNGAN & KSDAE Nama SOP SOP Sosialisasi Pencegahan Karhufla

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. PermenLHK No 32 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Karhutla

2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor No. 69 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

1 Harus memahami kegiatan Pengendalian Karhutla

2 Mengetahui mekanisme Sosialisasi Pengendalian Karhutla

3 Memiliki kemampuan pengolahan data

4 Mampu melakukan pengkajian terhadap dokumen Renstra terhadap capaian kinerja

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Peta Rawan Kebakaran 1. ATK
2. DataDesa Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan 2. Komputer/ Laptop
3. Printer
4. Bahan/Data pendukung Bimtek

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1 Apabila sosialisasi pencegahan Karhutla tidak dilaksanakan, maka potensi terjadinya kebakaran semakin meluas dan banyak.

1.
2.

Disimpan dalam bentuk file softcopy dan hardcopy :
Dicatat dan disimpan sebagai data manual dan elektronik




Pelaksana Mutu Baku

Kabid | o /analis| Pengelola Ket.

Uraian Kegiatan

: : ; ti t
Kepala Dinas | Perlindungan & b alavaa Data Kelengkapan Waktu Qutpu
KSDAE
Melaporkan kepada Kepala Dinas mengenai rencana kegiatan . SOP SOP Sosialisasi
Sosialisasi Pencegahan Karhutla. | j1—C_ ) REREII ROt Nota Dinas Pencegahan Karhutla
Memberikan arahan dan memerintahkan Analis Kebakaran v
2. |menyiapkan bahan kelengkapan kegiatan Sosialisasi — |_|Iv_ Nota Dinas Disposisi
Pencegahan Karhutla.
Menugaskan Pengelola Data SDM PKHL untuk menylapkan
3. |Instrument, Narasumber dan bahan kelengkapan kegiatan Nota Dinas Disposisi, Data
Sosialisasi Pencegahan Karhutla.
Menyiapkan Instrumen, Narasumber dan bahan kelengkapan
. s " Konsep Instrumen, Bahan
kegiatan Sosialisasi Pencegahan Karhutla, kemudian s . o
4. ; . Disposisi, Data Kelengkapan Sosialisasi
menyerahkan kepada Kasi Pengendalian Karhutla untuk
. . Pencegahan Karhutla
dikoreksi.
Memeriksa Instrumen, Narasumber dan bahan kelengkapan
Sasialisasi Pencegahan Karhutla. Jika setuju, membubuhkan Konsep Instrumen,
; Konsep Instrumen, Narasumber
paraf, kemudian menyerahkan Instrumen dan bahan Narasumber dan Bahan
5. s e . ; dan Bahan Kelengkapan s
kelengkapan Sosialisasi Pencegahan Karhutla. Jika tidak setuju, sl Penpsaukan Kathutia Kelengkapan Sosialisasi
memerintahkan Pengelola Data SDM PKHL untuk memperbaiki . g Pencegahan Karhutla
Instrument.
Memeriksa instrumen, Narasumber dan bahan kelengkapan
kegiatan Sosialisasi Pencegahan Karhutla. Jika setuju,
membubuhkan tanda tangan, kemudian menyerahkan Instrumen, Narasumber
; . = Konsep Instrumen, Narasumber
instrumen dan bahan kelengkapan kegiatan Sosialisasi dan Bahan Kelengkapan
6. i dan Bahan Kelengkapan e
Pencegahan Karhutla kepada PEH/Analis Kebakaran untuk Sosialisasi Pencegahan Karhutla Sosialisasi Pencegahan
dibawa pada saat pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pencegahan E Karhutla
Karhutla. Jika tidak setuju, memerintahkan Analius kebakaran
untuk memperbaiki instrumen dan bahan kelengkapan.
Memerintahkan Pengelola Data SDM PKHL untuk menyiapkan Instrumen, Narasumber
: 5 Instrumen, Narasumebr dan
instrumen, Narasumber beserta bahan kelengkapan kegiatan o dan Bahan Kelengkapan
7. el ) Bahan Kelengkapan Sosialisasi e
Sosialisasi Pencegahan Karhutla untuk dibawa pada saat Sosialisasi Pencegahan
Pencegahan Karhutla
pelaksanaan. Karhutla
Menyiapkan instrumen, Narasumber danbahan kelengkapan Instrumen, Narasumber dan strumen, Narasumber
B ; ——— T dan Bahan Kelengkapan
8. |koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Bahan Kelengkapan Sosialisasi N
Sosialisasi Pencegahan

Karhutla.

Pencegahan Karhutla

Karhutla




Nomor SOP 000.9.3.3794 % /DK-111/2024

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi 3 Juni 2024

Tanggal Efektif 1 januari 2025

Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR H. Joko Istantd S.P., M.Si.
NIP 197508074000031003
BIDANG PERLINDUNGAN & KSDAE Nama SOP Pelaksanaan Sosialisasi vmimum:mz Karhuila

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. PermenLHK No 32 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Karhutla;

2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

3 Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor No. 69 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

4 Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Timur

1 Harus mermahami kegiatan Pengendalian Karhutia
2 Mengetahui mekanisme Sosialisasi Pengendalian Karhutla
3 Memiliki kkemampuan pengolahan data

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pengajuan Konsep Naskah Dinas 1. Komputer

9. SOP Permintaan Tanda Tangan Naskah Dinas 2. Printer

3. SOP Penyusunan Laporan 3. ATK

4,  SOP Pengajuan Perjalanan Dinas

| Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila persiapan kegiatan tidak dilaksanakan, maka kegiatan tidak bisa berjalan sesuai rencana.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi 3 Juni 2024

Tanggal Efektif 1 januari 2025

Disahkan oleh

BIDANG PERLINDUNGAN & KSDAE

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1, PermenLHK No 32 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Karhutlg;

9 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor No. 69 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

4. Peraturan Gubemur Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Timur

3 Memiliki kemampuan pengolahan data

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pengajuan Konsep Naskah Dinas 1. Komputer

2 SOP Permintaan Tanda Tangan Naskah Dinas 2. Printer

3. SOP Penyusunan Laporan 3. ATK

4. SOP Pengajuan Perjalanan Dinas

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila persiapan kegiatan tidak dilaksanakan, maka kegiatan tidak bisa berjalan sesuai rencana .

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Nomor SOP 000.9.3.3/ By ¥R DK-11/2024
\

Kepala Dinas Kehutanan,

H. Joko Istanto, S.P., M.Si.
NIP 197508072000031003

Nama SOP Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Karhutla

1 Harus memahami kegiatan Pengendalian Karhutla
2 Mengetahui mekanisme Sosialisasi Pengendalian Karhutla




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kabid Analis Ket.
Kepala Dinas | Perlindungan Pengelola Data Kelengkapan Waktu Quiput
Kebakaran
& KSDAE
Melaporkan kepada Kepala Dinas mengenai koordinasi

1. |rencana pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pencegahan _ T|I q u Nota Dinas 10 menit Disposisi

Karhutla ke Kab/Kota R.

Menugaskan Kabid Perlindungan & KSDAE untuk

melaksanakan Koordinasi Rencana Sosialisasi Pencegahan _ “ . : : < o
Nota D 10 menit Disposisi

2 Kebakaran Hutan dan Lahan ke kabupaten/kota sesuai ota Uinas P
disposisi.

Menugaskan Analis Kebakaran untuk menyiapkan, Instrumen,

3. |instrumen, narasumber dan bahan kelengkapan kegiatan Disposisi 10 menit| narasumberbahan
dan jadwal pelaksanaan sosialisasi pencegahan karhutla dan Jadwal Kegiatan
Melak kan Koordinasi lal Sosialisasi Instrumen,

4 |Mela mmﬂm ﬂm"w :ocﬁ _M.mm_ _Mmsnm,_ﬁ:m v_m aksanaan Sosialisasi sarasaimberbalan | 120 -mexit Dt
pencegahan karhutla di kabupaten/kota. dan Jadwal Kegiatan
Menyusun konsep laporan hasil koordinasi rencana

5. |pelaksanaan sosialisasi pencegahan karhutla di Data 30 menit| Konsep Laporan

kabupaten/kota




Pelaksana Mutu Balu
No Uraian Kegiatan Kabid Andlic Pen Ket.
. . gelola Data
D W 0 £
Kepala Dinas | Perlindungan ieba i FER SDM PKHL Kelengkapan aktu utpu
& KSDA
Melaporkan kepada Kepala Dinas mengenai rencana
1. |pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Karhutla ke ﬁ u Nota Dinas 10 menit Disposisi
Kab/Kota berdasarkan hasil pelaksanaan koordinasi
Menugaskan Kabid Perlindungan & KSDAE untuk F
2 |melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan Nota Dinas 10 menit Disposisi
dan Lahan ke kabupaten/kota sesuai disposisi.
Em:smmmwm: Analis Kebakaran untuk menyiapkan, Instrumen,
3 instrumen, narasumber dan bahan kelengkapan Di i 10 — narasumber, bahan
" |kegiatan dan jadwal pelaksanaan sosialisasi pencegahan sposis dan Jadwal
karhutla Kegiatan
;ogE . Instrumen,
i Melaksanakan Sosialisasi pencegahan karhutla di narasumber.bahan dan| 600 — Data
kabupaten/kota. .
Jadwal Kegiatan
5 Menyusun konsep laporan dan dokumentasi kegiatan o 20 menit Konsep Laporan

hasil sosialisasi pencegahan karhutla di kabupaten/kota




PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 000.9.3.3%} 4 /DK-11/2024

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi 3Juni 2024

Tanggal Efektif 1 Januari 2025

Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan,

H. Joko Istaito, S.P., M.Si.
NIP 197508072000031003

Bidang Perlindungan & KSDAE

Nama SOP Penyusunan Laporan

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

[ye3

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah;

PermenLHK No 32 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Karhutla;

3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

5. Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 51 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsidan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

1. Memahami sistematika penyusunan laporan

2. Mengetahui mekanisme Penyusunan Laporan Pengendalian Karhutla
3. Menguasai Peraturan tentang Karhutia

4,  Dapat Mengoperasikan Komputer

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pengajuan Konsep Naskah Dinas 1. Komputer/Laptop
2. Printer
3. ATK
Peringatan Pencatatan dan pendataan

sanksi dan lainnya tidak akan di ketahui

Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla serta aturan terkait dapat disosi

alisasikan, jika tidak upaya pencegahan dari kebakaran serta

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Analis Kabid Perlindungan & Ket.
Waktu
Kebakaran /PEH Pengelola Data KSDAE Kelengkapan QOutput
Menyusun konsep laporan dan dokumentasi kegiatan, kemudian < ; 5 .. | disposisi, konsep

1. t
menugaskan Pengelola Data untuk mengetiknya. D disposis, catatan. | 30:menl laporan

9 Mengetik wosm% laporan, rmEr.E_mz B.m:u‘m:.%m:nms kepada Kasi disposisi, konsep 15 menit| konsep laporan
Pengendalian Karhutla untuk dikoreksi. laporan
Mengoreksi konsep laporan dan dokumentasi kegiatan. Jika

3. |setuju, menyerahkan kepada Kabid untuk dikoreksi. Jika tidak konsep laporan 10 menit | konsep laporan
setuju, mengembalikan kepada Pengelola Data untuk diperbaiki.

Mengoreksi wo:m\mv laporan dan dokumentasi kegiatan. Jika
setuju, menyerahkan kepada kepala bidang PKSDAE untuk ;

4. t| k I
dikoreksi. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada Analis untuk konsep laporan 50 e SHstR ARl
diperbaiki.

5 Menugaskan Analis Kebakaran untuk mencetak final laporan dan konsep laporan, 5 menit konsep laporan,

" |dokumentasi kegiatan serta memproses penandatanganan. disposisi disposisi
7 Menugaskan Pengelola Data untuk mencetak final laporan dan konsep laporan, = B konsep laporan,
" |memproses penandatanganan. disposisi disposisi

8. Mencetak final laporan dan menyerahkan kepada Analis untuk rommwc _mmo._.m? 15 menit | konsep laporan
mendapatkan tanda tangan. disposisi

9 Membubuhkantanda tangan, kemudian menyerahkan kepada . 5 menit| konsep laporan

" |Kabid untuk mendapatkan tanda tangan. e Bap e
Membubuhkan tanda tangan, kemudian menugaskan Kabid . ; o

10. . konsep laporan 5 menit | laporan, disposisi
untuk mengarsipkan laporan.

11. |Menugaskan Analis kebakaran untuk mengarsipkan laporan. “ _ laporan, disposisi 5 menit | laporan, disposisi

12. |Mengarsipkan laporan dan dokumentasi kegiatan. laporan, disposisi 5 menit arsip




Nomor SOP 000.9.3.3/%4AC [DK-12023

Tanggal Pembuatan November 2023

Tanggal Revisi 3 Juni 2024

Tanggal Efektif 1 Januari 2025

Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

H. Joko Istantd, S.P., M.Si.
NIP 19750807¢000031003

BIDANG PERLINDUNGAN DAN KSDAE Nama SOP Sosialisasi Kawasan Bemilai Koyservasi Tinggi
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 1. Memahami peraturan perundang-undangan
. Undang-Undang Nomor 32 Thn 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Kemampuan pengoperasian komputer

. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 3. Kemampuan Melaksanakan Sosialisasi Kawasan Bemilai Ekosistem Penting sesuai rencana

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Satwa

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6628/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021, tgl 27 Oktober 2021 tentang Peta

Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2020

8. SK Gubemnur Kaltim No. 500/K.239/2019, tanggal 29 Maret 2019 tentang pembentukan Tim Pembuat Peta Indikatif KEE
Provinsi Kalimantan Timur

9. SK Gubemur Kaltim No. 522 5/K.672/2020 Tentang Penetapan Peta Indikatif Kawasan Ekosistem Esensial Pronvinsi

Noos W N

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Sosialisasi Kawasan Bermnilai Ekosistem Penting 1. Peraturan perundang-undangan terkait
2. Renstra, Renja dan DPA 2. Komputer dan perlengkapannya
3. ATK
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Apabila tidak dilaksanakan Sosialisasi Kawasan Bemilai Ekosistem Penting maka tidak dapat menyadartahukan masyarakat |- Disimpan sebagai data elekironik dan manual

terkait penting nya keberadaan Kawasan Bemilai Ekosistem Penting




Pelaksana / Penanggung Jawab

Mutu Baku

No. Uraian Kegiatan Ket
Kepala | Ka.Bidang Analis /
Dinas | PKSDAE PEH POLHUT Kelengkapan Waktu Qutput

Memerintahkan Kepala Bidang Perlindungan Konservasi SOP Sosialisasi
1 |Sumber daya alam dan Ekosistemnya untuk melaksanakan DI'VD||L||..I_ DPA 15 Menit Disposisi Kawasan Bernilai

Sosialisasi Kawasan Bernilai Ekosistern Penting Ekosistem Penting

- .. . Konsep surat koordinasi

Persiapan kelengkapan administrasi dan penyusunan rencana S Foo g
2 |kerja pelaksanaan Sosialisasi Kawasan Bernilai Ekosiste - pElaksanzan sosiatisastie 15 Menit Surat Koordinasi dan Nota

p i p m _l||T| pihak Desa/Kecamatan terkait Dinas Koordinasi

enting ; S
dan Nota Dinas koordinasi
-x - . ; . T e

Emﬂm: sa instrumen dan _umdms Wm_m:mmﬂmnm_: Wmm_mm._s Jika .Av Surat Koordinasi dan Nota 120 Surat Koordinasi dan Surat

3 |setuju, membubuhkan paraf. Jika tidak setuju, memerintahkan : : ;
: Dinas Menit Perintah Tugas (SPT)

perbaikan
a Koordinasi ke pihak Desa/Kecamatan terkait kegiatan D’ _ _ Surat Koordinasi dan Surat 4320 | Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Sosialisasi Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Perintah Tugas (SPT) Menit Sosialisasi

; (s N N N Laporan Hasil Koordinasi

Pembuatan laporan hasil Koordinasi kegiatan Sosialisasi Laporan Pelaksanaan 2880 Sy 2

5 e . Sosialisasi Kawasan Bernilai
Koordinasi Sosialisasi Menit

Kawasan Bernilai Ekosistem Penting

Ekosistem Penting




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 000.9.3.3/ LA¥LIDK-11f2024
Tanggal Pembuatan Noverber 2023
Tanggal Revisi 3 Juni 2024

Tanggal Efektif

1 Januari 2025

Disahkan oleh

Kepala Dinas Kehutanan,

H. Joko Istarito, S.P., M.Si.
NIP 1975080)72000031003

BIDANG PERLINDUNGAN & KSDAE

Nama SOP

SOP Sosialisasi Pencegahan Karhutla

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. PermenLHK No 32 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Karhutla

2 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor No. 69 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

1 Harus memahami kegiatan Pengendalian Karhutla

2 Mengetahui mekanisme Sosialisasi Pengendalian Karhutla

3 Memiliki kemampuan pengolahan data

4 Mampu melakukan pengkajian terhadap dokumen Renstra terhadap capaian kinerja

Keterkaitan

Peralataniperiengkapan

1. Peta Rawan Kebakaran
2. DataDesa Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

1. ATK

2.
3. Printer
4

Komputer / Laptop

. Bahan/Datapendukung Bimtek

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1 Apabila sosialisasi pencegahan Karhutia tidak dilaksanakan, maka potensi terjadinya kebakaran semakin meluas dan banyak.

1. Disimpan dalam bentuk file softcopy dan hardcopy :
2. Dicatat dan disimpan sebagai data manual dan elektronik




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kabid el pe etn) Ket.
Kepala Dinas | Perlindungan & ERR/ Sl AU Kelengkapan Waktu Qutput
KSDAE Kebakaran Data
1 Melaporkan kepada Kepala Dinas mengenai rencana kegiatan DPA dan Renstra it il SOP SOP Sosialisasi
' |Sosialisasi Pencegahan Karhutla. C ) Pencegahan Karhutla
Memberikan arahan dan memerintahkan Analis Kebakaran v

2. |menyiapkan bahan kelengkapan kegiatan Sosialisasi _ TIL _ Nota Dinas Disposisi
Pencegahan Karhutla.

Menugaskan Pengelola Data SDM PKHL untuk menyiapkan .

3. |Instrument, Narasumber dan bahan kelengkapan kegiatan Nota Dinas Disposisi, Data
Sosialisasi Pencegahan Karhutla.

Zmaﬁmvrm: .E.mﬂ,:.ﬂm? Narasumber dan bahan ._Aw_m:mwmnms Konsep Instrumen, Bahan

" kegiatan Sosialisasi wm:nmmmwms mmw:mgm. kemudian Disposist, Data Kelengkapan Sosialisasi
menyerahkan kepada Kasi Pengendalian Karhutla untuk Pencegahan Karhutla
dikoreksi.

Memeriksa Instrumen, Narasumber dan bahan kelengkapan
Sosialisasi Pencegahan Karhutla. Jika setuju, membubuhkan Konsep Instrumen, Narasumber Konsep Instrumen,

5, paraf, kemudian .Bm.nwm.am_.%m: Instrumen dan w.m:mu . Sari Birhisiss xmgmmm_mmﬂms Mm__.MmJEcm_. Mms.mw:mm.
kelengkapan Sosialisasi Pencegahan Karhutla, Jika tidak setuju, Sosialisasi Pencegahan Karhutla elengkapan Sosialisasi
memerintahkan Pengelola Data SDM PKHL untuk memperbaiki Pencegahan Karhutla
Instrument.

Memeriksa instrumen, Narasumber dan bahan kelengkapan
kegiatan Sosialisasi Pencegahan Karhutla. Jika setuju,
Emgwccmrxm: tanda tangan, _Amac&ma amz%mw.mr.xmz. Konsep Instrumen, Narasumber Instrumen, Narasumber

6 instrumen dan bahan kelengkapan kegiatan Sosialisasi dan Bihan Kelenglipan dan mm.:m:. Kelengkapan

" |Pencegahan Karhutla kepada PEH/Analis Kebakaran untuk Sesilisast Peticepabian Karhutla Sosialisasi Pencegahan
dibawa pada saat pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Karhutla
Karhutla. Jika tidak setuju, memerintahkan Analius kebakaran
untuk memperbaiki instrumen dan bahan kelengkapan.

Memerintahkan Pengelola Data SDM PKHL untuk menyiapkan JidkFidiier: Narasusebrdan Mmmﬁwm_._arm?m_um_qmmﬂawmﬁ
: . A

7. Emn.u.:.s._m_.._. Narasumber beserta bahan wwmmmm_ﬁmum: kegiatan Bahan Kelengkapan Sosialisasi mm:. w. mz. mm eng m%m
Sosialisasi Pencegahan Karhutla untuk dibawa pada saat Pencegahan Karhutla osialisasi Pencegahan
pelaksanaan. Karhutla

Instrumen, Narasumber
Menyiapkan instrumen, Narasumber dan bahan kelengkapan Instrumen, Narasumber dan dan Bshan Kelengkapan
8. |koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Bahan Kelengkapan Sosialisasi Sosialisast Baticegahian

Karhutla.

Pencegahan Karhutla

Karhutla




Nomor SOP ooo.m.m.mgw%ox-_:__moﬁ
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi 3 Juni 2024
Tanggal Efektif 1 januari 2025
Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR H. Joko Istantd, S.P., M.Si.
NIP 197508072000031003
BIDANG PERLINDUNGAN & KSDAE Nama SOP Pelaksanaan Sosialisasi wmiwomsm: Karhutla

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. PermenLHK No 32 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Karhutla;
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

1 Harus memahami kegiatan Pengendalian Karhutla
2 Mengetahui mekanisme Sosialisasi Pengendalian Karhutla

3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor No. 69 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 3 i kemampuan pengolahan data
Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

4 Peraturan Gubemur Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1,  SOP Pengajuan Konsep Naskah Dinas 1. Komputer

2. SOP Permintaan Tanda Tangan Naskah Dinas 2. Printer

3. SOP Penyusunan Laporan 3. ATK

4,  SOP Pengajuan Perjalanan Dinas

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila persiapan kegiatan tidak dilaksanakan, maka kegiatan tidak bisa berjalan sesuai rencana .

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Nomer SOP 000.9.3.3/ %y DK-111/2024
Tanggal Pembuatan '
Tanggal Revisi 3 Juni 2024
Tanggal Efekif 1 januari 2025
Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR H. Joko Istanto, S.P., M.Si.
NIP 197508072000031003
BIDANG PERLINDUNGAN & KSDAE Nama SOP Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Karhutla

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.

PermenLHK No 32 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Karhutla;

1 Harus memahami kegiatan Pengendalian Karhutla

2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2 Mengetahui mekanisme Sosialisasi Pengendalian Karhutla

3. Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor No. 69 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 3 Memiliki kemampuan pengolahan data
Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

4 Peraturan Gubemur Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pengajuan Konsep Naskah Dinas 1. Komputer

2. SOP Permintaan Tanda Tangan Naskah Dinas 2. Printer

3. SOP Penyusunan Laporan 3, ATK

4, SOP Pengajuan Perjalanan Dinas

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila persiapan kegiatan tidak dilaksanakan, maka kegiatan tidak bisa berjalan sesuai rencana .

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan ke Analis Lt
Kepala Dinas | Perlindungan Pengelola Data Kelengkapan Waktu OQutput
Kebakaran
& KSDAE
Melaporkan kepada Kepala Dinas mengenai koordinasi
1. |rencana pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pencegahan _llTll ( v Nota Dinas 10 menit Disposisi
Karhutla ke Kab/Kota R
Menugaskan Kabid Perlindungan & KSDAE untuk
2 melaksanakan Koordinasi Rencana Sosialisasi Pencegahan _ “ Nota Dinas 10 menit Disposisi
Kebakaran Hutan dan Lahan ke kabupaten/kota sesuai
disposisi.
Menugaskan Analis Kebakaran untuk menyiapkan, Instrumen,
3. |instrumen, narasumber dan bahan kelengkapan kegiatan Disposisi 10 menit| narasumber,bahan
dan jadwal pelaksanaan sosialisasi pencegahan karhutla dan Jadwal Kegiatan
e e H Instrumen,
4 Eimrmm”mww: N:ooh&%.mmm wmznﬂsm vm_”xmgmmz Sosialisasi ﬁ _ H _ narasumber,bahan | 120 menit Data
pencegahan karhutla di kabupaten/kota. dan Jadwal Kegiatan
Menyusun konsep laporan hasil koordinasi rencana
5. |pelaksanaan sosialisasi pencegahan karhutla di Data 30 menit| Konsep Laporan

kabupaten/kota




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan ligbid Analis Pengelola D Ket
i i £0. 0 ata Waktu Qutput
Kepala Dinas | Perlindungan Kebakaran/PEH SDM PKHL Kelengkapan tp
& KSDA
Melaporkan kepada Kepala Dinas mengenai rencana
1. |pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Karhutla ke _ _. A Iv Nota Dinas 10 menit Disposisi
Kab,/Kota berdasarkan hasil pelaksanaan koordinasi _
Menugaskan Kabid Perlindungan & KSDAE untuk F
2 |melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan Nota Dinas 10 menit Disposisi
dan Lahan ke kabupaten/kota sesuai disposisi.
Menugaskan Analis Kebakaran untuk menyiapkan, Instrumen,
3 instrumen, narasumber dan bahan kelengkapan Disposisi 10 p— narasumber, bahan
" |kegiatan dan jadwal pelaksanaan sosialisasi pencegahan P dan Jadwal
karhutla Kegiatan
s g ; Instrumen,
4 Wmﬂmwmﬁwwm_\ﬁw:nwomﬂm:mmﬂ pencegahan karhutla di srmNeRakan dan| 00 menit Data
upaten/kota. Jadwal Kegiatan
5. Menyusun konsep laporan dan dokumentasi kegiatan Data 30 SR Konsep Laporan

hasil sosialisasi pencegahan karhutla di kabupaten/kota




PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 000.9.3.3%} W /DK-11/2024

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi 3 Juni 2024

Tanggal Efektif 1 Januari 2025

Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan,

H. Joko Istaito, S.P., M.Si.
NIP 197508@72000031003

Bidang Perlindungan & KSDAE

Nama SOP Penyusunan Laporan

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah;

1. Memahami sistematika penyusunan laporan

2. PermenLHK No 32 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Karhutia; 2. Mengetahui mekanisme Penyusunan Laporan Pengendalian Karhutla
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 3. Menguasai Peraturan tentang Karhutla
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 4. Dapat Mengoperasikan Komputer
5. Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomar 51 Tahun 2017 tentang Susunan Organisagi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Keterkaitan Peralatan/periengkapan
1. SOP Pengajuan Konsep Naskah Dinas 1. Komputer/Laptop
2. Printer
3. ATK
Peringatan Pencatatan dan pendataan

sanksi dan lainnya tidak akan di ketahui

Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla serta aturan terkait dapat disosialisasikan, jika tidak upaya pencegahan dari kebakaran serta

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Analis Kabid Perlindungan & Ket.
Walktu Output
Kebakaran/PEH Pengelola Data KSDAE Kelengkapan utp
g - " di isi, e

1 Menyusun konsep laporan dan Qowzgm:nmm._ kegiatan, kemudian _ T disposisi, catatan | 30 menit isposisi, konsep
menugaskan Pengelola Data untuk mengetiknya, laporan

2 Mengetik w.ozmmw laporan, _Sz:.ﬁ_m: E.mswmgvm:nm: kepada Kasi disposisi, konsep 15 menit| konsep laporan
Pengendalian Karhutla untuk dikoreksi. laporan
Mengoreksi konsep laporan dan dokumentasi kegiatan. Jika

3. |setuju, menyerahkan kepada Kabid untuk dilcoreksi. Jika tidak konsep laporan 10 menit | konsep laporan
setuju, mengembalikan kepada Pengelola Data untuk diperbaiki.

Mengoreksi konsep laporan dan dokumentasi kegiatan. Jika
setuju, menyerahkan kepada kepala bidang PKSDAE untuk .

4. ki 1 10 t]| konsep laporan
dikoreksi. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada Analis untuk SRsELApesa e SUNSCRTR
diperbaiki.

5 Menugaskan Analis Kebakaran untuk mencetak final laporan dan konsep laporan, BRI konsep laporan,

*  |dokumentasi kegiatan serta memproses penandatanganan. disposisi disposisi
7 Menugaskan Pengelola Data untuk mencetak final laporan dan konsep laporan, B il konsep laporan,
" |memproses penandatanganan. disposisi disposisi

8. Mencetak final laporan dan menyerahkan kepada Analis untuk woa.mv _mmc._.mF 15 menit | konsep laporan
mendapatkan tanda tangan. disposisi
Membubuhkantanda tangan, kemudian menyerahkan kepada .

I ’ 1 1 5 menit | konsep laporan

4 Kabid untuk mendapatkan tanda tangan. « ‘onsep laparan € A

10. Emgvcdzinmz.ﬂmzam tangan, kemudian menugaskan Kabid konsep laporan 5 menit | laporan, disposisi
untuk mengarsipkan laporan.
11. |Menugaskan Analis kebakaran untuk mengarsipkan laporan. “ _ laporan, disposisi 5 menit | laporan, disposisi

12. |Mengarsipkan laporan dan dokumentasi kegiatan. laporan, disposisi 5 menit arsip




Nomor SOP - [0009.3.3/574% /DK-VI2024
Tanggal Pembuatan . | Desember 2014

Tanggal Revisi . |3 Juni2024

Tanggal Efektif - | 1 Januari 2025

Disahkan oleh

Kepala Dinas Kehutanan,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR H. Joko Istanto, S.P., M.Si.
NIP 197508072000031003

Persiapan mm:am?gémz mms._rmwawms Kelembagaan Kelompok

BIDANG PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Nama SOP * Tani Hutan
SEKSI PENYULUHAN

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 1. Harus memahami/mengetahui Peraturan-Peraturan Kehutanan berkaitan dengan

Tahun 1999, Pembentukan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2 Harus Memahami Mekanisme Pendampingan

3. Peraturan Mentsri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-11/2013 tentang Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan 3 Harus memahami Renstra/Renja

4, Peraturan Mentari Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2016 tentang Perhutanan Sosial 4 Memiliki kemampuan sebagai pendamping

5. Peraturan Mentari Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pedoman KTH 5  Mampu melakukan pengkajian dokumen Peraturan terkait
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pengajuan Konsep Naskah Dinas 1. ATK
2. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar 2. Komputer/Laptop

3. Printer

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Syarat-syarat pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) perlu disosialisasikan untuk kelancaran pembentukan dan pengembangan KTH 1. Dicatat dan disimpan sebagai data manual dan elektronik




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur i : Penyusun Keterangan
bl s Bahan Materi | Persyaratan/ Kelenglkapan Waktu Qutput
PPMH Penyuluhan
Penyuluhan
1 2 3 4 5 7 8 9 10
SOP Persiapan
Melaporkan kepada Ka. Bidang PPMH mengenai rencana Mulai . . Pendampingan
1 Pendampingan Pembentukan KTH | DEA 34 tmenit Nga Dinge Pembentukan
Kelembagaan
k
Memberikan arahan, dan memerintahkan Kasi Penyuluhan Kplompd
2 |menyusun instrumen dan bahan kelengkapan Pendampingan Disposisi 15 menit Disposisi
Pembentukan KTH
h 4
Menugaskan Penyusun Bahan Materi Penyuluhan untuk
3  |menyusun instrumen dan bahan kelengkapan Pendampingan Disposisi 15 menit Disposisi, Data
Pembentukan KTH.
L
Instr .
Menyusun instrumen dan bahan kelengkapan Pendampingan XMM. mem_ M_w qu”mw%mﬂmms Konsep Instrumen, Bahan
4 Pembentukan KTH, kemudian menyerahkan kepada Kasi r gkap . ping 1200 menit Kelengkapan
: ’ (Konsep Juknis, Surat ke .
Penyuluhan untuk dikoreksi. . . . Pendampingan
instansi terkait)
Memeriksa instrumen dan bahan kelengkapan Pendampingan
HumemnExms KTH. Jika m.mE_F membubuhkan paraf, Konsep Instrumen, mmrms Konsep Instrumen, Bahan
kemudian menyerahkan instrumen dan bahan kelengkapan Kelengkapan Pendampingan ;
5 o R . ; i 10 menit Kelengkapan
monitoring dan evaluasi kegiatan kepada Kabid PPMH Jika (Konsep Juknis, Surat ke ;
. ; . . , . : : Pendampingan
tidak setuju, memerintahkan Penyusun Bahan Materi , i instansi terkait)
Penyuluhan untuk memperbaiki instrumen. ,
Memeriksa instrumen dan bahan kelengkapan Pendampingan
wmawmwn:wms KTH. Jika m.mnEF membubuhkan paraf, Konsep Instrumen, mmrmz Konsep Instrumen, Bahan
kemudian menyerahkan instrumen dan bahan kelengkapan Kelengkapan Pendampingan .
6 : : 5 ; 10 menit Kelengkapan
Pendampingan Pembentukan KTH kepada Kabid PPMH. Jika (Konsep Juknis, Surat ke .
: : : g . . ) Pendampingan
tidak setuju, memerintahkan Kasi Penyuluhan untuk instansi terkait)
memperbaiki instrumen.
Memerintahkan Kasi Penyuluhan untuk Ems.u::éms surat- Instrumen, mm:ms. Konsep Instrumen, Bahan
menyurat dan kelengkapan untuk Pendampingan Kelengkapan Pendampingan ;
8 ; : g . . 5 menit Kelengkapan
Pembentukan KTH, serta melaksanakan kegiatan sesuai ( Juknis, Surat ke instansi Pendampingan
waktu pelaksanaannya. terkait)
Menyi i dan bahan kelengl Kel EM .Q:BMP _wm,.rms. Konsep Instrumen, Bahan
9 enyimpan instrumen dan bahan kelengkapan elengkapan Pendampingan e Kelengkapan

Pendampingan Pembentukan KTH.

( Juknis, Surat ke instansi
terkait)

Pendampingan




Nomor SOP 000.8.3.3/ 5394 1DK-Vi2024

Tanggal Pembuatan Desember 2014

Tanggal Revisi 3 Juni 2024

Tanggal Efektif 1 Januari 2025

Disahkan oleh
Kepala Dinas Kehutanan,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR :
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR H. Joko Istarito, 8.P., M.Si
NIP 1975080§2000031003
BIDANG PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Narma SOP Penyusunan Laporan Peaksanan Fendampingan Pembentukan

Kelempok Tani Hutan

SEKSI PENYULUHAN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41
Tahun 1989.

1. Memahami sistematika penyusunan faporan
2. Memahami Tata Naskah Dinas

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-11/2013 tentang Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/Menhut-1li2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2016 tentang Perhutanan Sesial
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomar P.88/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pedoman KTH
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. ATK
2. Komputer/Laptop
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Laporan sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban setiap pelaksanaan kegiatan.

1. Dicatat dan disimpan sebagai data manual dan elektronik




Pelaksana Mutu Baku
: : Penyusun : 2 :
No Uraian Kegiatan Keterangan
d Kasi Penyuluban| Baban Mater | %0 S48 |FEDFa Dinas)  Foyaiaan/ | waktu | Ourput
Penyuluhan
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9
: SOP Penyusunan
1 “mso_wmwmwmﬁ Penyusun Bahan Materi Penyuluhan untuk menyusun disposisi, catatan| 30 menit | disposisi |Laporan Pelaksanaan
P Pendampingan
Mengumpulkan dan mengolah data, serta menyusun konsep Kensap Pembentukan
2. |laporan, kemudian menyampaikan kepada Kasi Penyuluhan untuk - disposisi, data | 420 menit o Kelompok Tani Hutan
dikoreksi. P
Mengoreksi konsep laporan. [ika setuju, menyerahkan kepada katisep
3. |Kabid untuk dikoreksi. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada konsep laporan | 10 menit laporan
Penyusun Bahan Materi Penyuluhan untuk diperbaiki. 3
Mengoreksi konsep laporan. Jika setuju, menyerahkan kepada \«/ -
4 |Kepala Dinas untuk dikoreksi. Jika tidak setuju, mengembalikan konsep laporan | 10 menit laporan
kepada Kasi Penyuluhan untuk diperbaiki. P
Mengoreksi konsep laporan. Jika setuju, menugaskan Kabid untuk konsep
5 |mencetak final laporan dan memproses penandatanganan. Jika konsep laporan | 10 menit | laporan,
tidak setuju, mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki. disposisi
; h konsep
6 Menugaskan Kasi Penyuluhan untuk mencetak final laporan dan konsep laporan, 5 menit laporan
memproses penandatanganan. disposisi %mwomﬁw
; = konsep
~ Menugaskan Penyusun Bahan Materi Penyuluhan untuk mencetak konsep laporan, o laporan
final laporan dan memproses penandatanganan. disposisi %mwoﬂmw
8 Mencetak final laporan dan menyerahkan kepada Kasi untuk konsep laporan, S5 HERIE konsep
mendapatkan paraf. disposisi laporan
9 Membubuhkan paraf, kemudian menyerahkan kepada Kabid Kkonsen laporan S menit konsep
untuk mendapatkan paraf. plap laporan
v
10 Membubuhkan paraf, kemudian menyerahkan kepada Kepala konsen laporan 5 menit konsep
Dinas Kehutanan untuk mendapatkan tanda tangan. piap laporan




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Penyusun . ; : Keterangan
> Kasi Penyuluhan| Bahan Materi Sabi ey Kepala Binas SR oy Waktu Output
PPMH Kehutanan | Kelengkapan
Penyuluhan
Membubuhkan tanda tangan, kemudian menugaskan Kabid untuk . laporan,
11 . konsep laporan 5 menit ; s
mengarsipkan laporan. disposisi
v —
12 |Menugaskan Kasi untuk mengarsipkan laporan. F.ﬁoﬂm._r. 5 menit aporan,
disposisi disposisi
. laporan, . :
13 M sipk . ’ t
engarsipkan laporan dishiosisi 5 meni arsip




Nomor SOP 000.9.3.3/5¥4S/DK-VI2024

Tanggal Pembuatan Desember 2014

Tanggal Revisi 3 Juni 2024

Tanggal Efektif 1 Januari 2025

Disahkan oleh
Kepala Dinas Kehutanan,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR H. Joko Istanto, S.P., M.Si.
NIP 197598072000031003
BIDANG PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Nama SOP Pelaksanzan Pendampingan Pembeptukan Kelembagaan Kelompok Tani

Hutan

SEKSI PENYULUHAN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.

Undang-Undang Nomar 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-
undang Nomor 41 Tahun 1999,

1. Mampu menyediakan seluruh perangkat utama pelaksanaan pendampingan
2. Mampu merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pendampingan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-I/2013 tentang Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/Menhut-1l/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan
5, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2016 tentang Perhutanan Sosial
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Noemor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pedeman KTH

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. 80P Penyusunan Laporan 1. ATK

2. SOP Pengajuan Perjalanan Dinas 2. Komputer/Laptop

3. Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan

1.

Pelaksanaan Pendampingan Pembentukan KTH harus dilaksanakan untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan kehutanan, dengan
tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

1. Dicatat dan disimpan sebagai data manual dan elektronik




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan ; i Penyusun Keterangan
gl Kepala Dinas| Ka.Bidang Kasi Penyulutan| Bahan Mater: Persyaratan/ Waltu Output
Kehutanan PPMH Kelengkapan
Penyuluhan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Menugaskan Kabid PPMH untuk melaksanakan SOp _um_mw.mm:mms
1. |Pendampingan Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) ﬂU Nota Dinas 10 menit Disposisi Pendampingan
di desa binaan Penyuluh Kehutanan (PK) sesuai disposisi. Pembentukan
Kelembagaan
Monitorin i
Menugaskan Kasi Penyuluhan untuk menyiapkan instrumen Hzchq.:mz O & |Relompok tani
! ; : (Juknis, Nota Dinas, |Hutan
dan bahan kelengkapan kegiatan pendampingan (Juknis, ; o ; : ;
2, . - : Disposisi 10 menit Surat ke instansi
Surat ke instansi terkait/KPH/Kantor desa/Kantor :
. terkait), Jadwal
Kecamatan) dan jadwal pelaksanaan. Kegi
egiatan
4 v L v
_ _ _ _ _III._ Instrumen
3 Kmmm_ﬁmmsmwm: pendampingan pembentukan KTH di desa ﬁm:&mg.v_:m%ﬁzr:_m. | 840 menit Data
binaan PK Surat ke instansi terkait)
, Jadwal Kegiatan
4 Menyusun konsep laporan hasil pendampingan Data A0 it T,

pembentukan KTH




Nomor SOP :10009.3.3/ .mmn? /DK-VI2024

Tanggal Pembuatan . | Desember 2014

Tanggal Revisi - 13 Juni 2024

Tanggal Efektif . | 1 Januari 2025

Disahkan oleh
Kepala Dinas Kehutanan,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR H. Joko Istanto, $.P.
NIP 197508072000031003
BIDANG PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Nama SOP . |Persiapan Lomba Wana lestari Tingkat Por.:mw Kalimantan Timur
SEKSI PENYULUHAN
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang
Nomeor 41 Tahun 1999.

2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 43/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Lomba dan Pemberian Apresiasi Wana Lestari

4. Surat Kepala Pusat Penyuluhan BP2SDM Kemenlhk Nomor S.24. P2SDM/LUH/SDM.0/2/2017 tentang Penyelenggaraan
Lomba Wana Lestari Tahun 2017

5. Surat Kepala Pusat Penyuluhan BP2SDM Kemenlhk Nomor S§.98/LUH/PP/SDM.0/3/2017 tentang Penyelenggaraan
Lomba Wana Lestari Tahun 2017 secara onfine system

2
3. Mampu melakukan pengkajian dokumen Peraturan terkait
4

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pengajuan Konsep Naskah Dinas 1. ATK

2 SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar 2. Komputer/Laptop
3. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. Jika tidak dilaksanakan di tingkat provinsi Kalimantan Timur, maka tidak dapat berperan dalam lomba tingkat nasional

1. Dicatat dan disimpan sebagai data manual dan elektronik

1. Harus memahami/mengetahui Peraturan-Peraturan Kehutanan
Harus memahami/mengetahui Kegiatan Bidang Konservasi Kehutanan

Mampu mengumpulkan dokumen yang terkait dengan kegiatan penilaian




Pelaksana Mutu Baku
i ; i Penyusun Keterangan
No Uraian Prosedur e 8
KaBidang Kasi Bahan Materi Persyaratan/ Wakbu Output
PPMH Penyuluhan Kelengkapan
Penyuluhan
1 2 3 4 5 7 8 9 10
SOP Persiapan Lomba
Melaporkan kepada Ka. Bidang PPMH mengenai rencana Mulai . ; Wana Lestari Tingkat
DPA 30 menit Nota Dinas G e i
1 Penyelenggaraan Lomba Wana Lestari Tahun 2018 | Provinsi Kalimantan
Timur
Memberikan arahan, dan memerintahkan Kasi Penyuluhan v .
2 |menyusun instrumen dan bahan kelengkapan Lomba Wana Disposisi 15 menit Disposisi
Lestari
Menugaskan Penyusun Bahan Materi Penyuluhan untuk A2
3 |menyusun instrumen dan bahan kelengkapan Lomba Wana Disposisi 15 menit Disposisi, Data
Lestari
\
Zmaﬁ.mss Emj,::.m: dan bahan Wm_msmwm_um.shoa_um Wana Konsep Instrumen, . Konsep Instrumen,
4 r.mmnmz, w.mE:m_ms menyerahkan kepada Kasi Penyuluhan untuk Bahan Kelengkapan 1200 menit Bahan Kelengkapan
dikoreksi.
Memeriksa instrumen dan bahan kelengkapan Lomba Wana
Lestari . Jika setuju, membubuhkan paraf, kemudian
5 menyerahkan instrumen dan bahan kelengkapan monitoring Konsep Instrumen, 10 menit Konsep Instrumen,
dan evaluasi kegiatan kepada Kabid PPMH Jika tidak setuju, | Bahan Kelengkapan Bahan Kelengkapan
memerintahkan Penyusun Bahan Materi Penyuluhan untuk H
memperbaiki instrumen.
Memeriksa instrumen dan bahan kelengkapan Lomba Wana
Lestari . Jika setuju, membubuhkan paraf, kemudian \
6 menyerahkan instrumen dan bahan kelengkapan Lomba Wana / Konsep Instrumen, 10 menit Konsep Instrumen,
Lestari kepada Kepala Bidang PPMH. Jika tidak setuju, Bahan Kelengkapan Bahan Kelengkapan
memerintahkan Kasi Penyuluhan untuk memperbaiki
instrumen.
Memerintahkan Kasi Penyuluhan untuk menyimpan mr.:.mﬁ, frstrumen, Bakar ; . Konsep Instrumen,
8 |menyurat dan kelengkapan untuk Lomba Wana Lestari , serta Relengkapan meni Bahan Kelengkapan
melaksanakan kegiatan sesuai waktu pelaksanaannya.
9 Menyimpan instrumen dan bahan kelengkapan Lomba Wana Instrumen, Bahan R —_ Konsep Instrumen,

Lestari

Kelengkapan

Bahan Kelengkapan




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP - 1000.9.3.3 5 4 /DK-Vi2024

Tanggal Pembuatan . | Desember 2014
Tanggal Revisi . | 3 Juni 2024
Tanggal Efektif . | 1 Januari 2025

Disahkan oleh

Kepala Dinas Kehutanan,

H. Joko Istanto, S.K., M.Si.

NIP L_mqmomoumg%ﬁoom

BIDANG PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Nama SOP -
Timur

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Lomba Wana Restari Tingkat Provinsi Kalimantan

SEKSI PENYULUHAN

A

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

41 Tahun 1999

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 43/Menlhk/Setien/Kum.1/2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggraan

1. Memahami sistematika penyusunan laporan
2. Memahami Tata Naskah Dinas

: Lomba dan Pemberian Apresiasi Wana Lestari
A Surat Kepala Pusat Penyuluhan BP2SDM Kemenlhk Nomor S.24 P2SDM/LUH/SDM.0/2/2017 tentang Penyelenggaraan Lomba Wana
* Lestari Tahun 2017
5 Surat Kepala Pusat Penyuluhan BP2SDM Kemenlhk Nomor S.98/LUH/PP/SDM.0/3/2017 tentang Penyelenggaraan Lomba Wana Lestari
" Tahun 2017 secara Online System
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. ATK
2. Komputer/Laptop
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Laporan sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban sefiap pelaksanaan kegiatan.

1. Dicatat dan disimpan sebagai data manual dan elektronik




Pelaksana Mutu Baku
N Uraian Kegi ; e : Kepala Keterangan
a raian Kegiatan Kasi Bahan Ka.Bidang s Persyaratan/ Waktu Output 8
Penyuluhan Materi PPMH Kehutanan Kelengkapan
Penyuluhan
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9
SOP Penyusunan Laporan

Menugaskan Penyusun Bahan Materi Penyuluhan untuk menyusun . . . . - Pelaksanaan Lomba Wana

1. Ay disposisi, catatan 30 menit disposisi Lestari Tingkat Provinsi
p
Kalimantan Timur
A

2 Emsm:.maw:_wms dan Hmzmo_mr data, mmﬁm menyusun _ﬂcmmmm ﬂmvowm.:‘ disposisi, data 420 menit | konsep laporan

kemudian menyampaikan kepada Kasi Penyuluhan untuk dikoreksi. 4

Mengoreksi konsep laporan. Jika setuju, menyerahkan kepada Kabid
3. |untuk dikoreksi. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada Penyusun konsep laporan 10 menit | konsep laporan

Bahan Materi Penyuluhan untuk diperbaiki.

v

Mengoreksi konsep laporan. Jika setuju, menyerahkan kepada Kepala >
4 |Dinas untuk dikoreksi. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada Kasi konsep laporan 10 menit | konsep laporan

Penyuluhan untuk diperbaiki.

Mengoreksi konsep laporan. Jika setuju, menugaskan Kabid untuk konsep laporan
5 |mencetak final laporan dan memproses penandatanganan. Jika tidak konsep laporan 10 menit Bsmasiel :

setuju, mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki.
6 Menugaskan Kasi Penyuluhan untuk mencetak final laporan dan konsep laporan, & menit konsep laporan,

memproses penandatanganan. disposisi disposisi
7 Menugaskan Penyusun Bahan Materi Penyuluhan untuk mencetak konsep laporan, 5 menit konsep laporan,

final laporan dan memproses penandatanganan. disposisi disposisi

h

g Mencetak final laporan dan menyerahkan kepada Kasi untuk konsep laporan, 15 menit | konsep laporan

mendapatkan paraf. disposisi

y

9 Membubuhkan paraf, kemudian menyerahkan kepada Kabid untuk konsep lapotan 5 menit | konsep laporan

mendapatkan paraf.

A

10 Membubuhkan paraf, kemudian menyerahkan kepada Kepala Dinas konsep laporan 5 menit | konsep laporan

Kehutanan untuk mendapatkan tanda tangan.




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiat: : i ; Kepala Keterangan
raian kegiatan Kasi Bahan Ka.Bidang S Persyaratan/ Waktn Output
Penyuluhan Materi PPMH Kohian Kelengkapan
Penyuluhan
11 Membubuhkan tanda tangan, kemudian menugaskan Kabid untuk Konseb laporan 5 menit laporan,
mengarsipkan laporan. p1ap disposisi
. P - . . . laporan,
12 |Menugaskan Kasi untuk mengarsipkan laporan. laporan, disposisi 5 menit disposisi
5 menit arsip

13 |Mengarsipkan laporan.

laporan, disposisi




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP : [000.9.3.3/ .wv_nﬁ IDK-V/2024

Tanggal Pembuatan . | Desember 2014
Tanggal Revisi . |3 Juni 2024
Tanggal Efektif .| Januari 2025

Disahkan oleh
Kepala Dinas Kehutanan,

H. Joko IstantoS.P., M.Si.

NIP 197508072000031003

BIDANG PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Nama SOP : |Pelaksanaan Lomba Wana Lestari 2@4” Provinsi Kalimantan Timur

SEKSI PENYULUHAN

A

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1989 tentang Kehutanan Jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-

undang Nomor 41 Tahun 1999,
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 43/Menlhk/Setien/Kum.1/2016 tentang Pedoman Umum

1. Harus memahamifmengetahui Peraturan-Peraturan Kehutanan

2. Mampu mengumpulkan dokumen yang terkait dengan kegiatan penilaian

- Penyelenggaraan Lomba dan Pemberian Apresiasi Wana Lestari
4 Surat Kepala Pusat Penyuluhan BP2SDM Kemenlhk Nomor S.24.P2SDM/LUH/SDM.0/2/2017 tentang Penyelenggaraan
" Lomba Wana Lestari Tahun 2017
Surat Kepala Pusat Penyuluhan BP2SDM Kemenlhk Nomor S.98/LUH/PP/SDM.0/3/2017 tentang Penyelenggaraan Lomba
% Wana Lestari Tahun 2017 secara Online System
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penyusunan Laporan 1. ATK
2. SOP Pengajuan Perjalanan Dinas 2. Komputer/Laptop
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Jika tidak dilaksanakan di tingkat provinsi Kalimantan Timur, maka tidak dapat berperan dalam lomba tingkat nasional

1. Dicatat dan disimpan sebagai data manual dan elektronik




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kepala Dinas | KaBidang Kasi Penyusun. Persyaratan/ Keterangan
Bahan Materi Waktu Output
Kehutanan PPMH Penyuluhan Kelengkapan
Penyuluhan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Zm:cmmmﬁ: _mm_u.a _uv.E: untuk melaksanakan Lomba Wana AU Nota Dinas i sl Disposisi SOP Penyusunan
Lestari sesuai disposisi. Laporan
Menugaskan Kasi _um:wc._crms untuk menyiapkan .Em_..E.HEm: dan . N LT ——
2. |bahan kelengkapan kegiatan Lomba Wana Lestari dan jadwal Disposisi 10  menit ;
Jadwal Kegiatan
pelaksanaan.
A A
3. |Melaksanakan kegiatan Lomba Wana Lestari _ _ _ _ Tnsttinen EE_E. 840 menit Data
_ Jadwal Kegiatan
4 [Menyusun konsep laporan hasil kegiatan Lomba Wana Lestari Data 420 menit| Konsep Laporan




Nomor SOP - 1000.9.3.3/ 33 AQ) /DK-Vi2024
Tanggal Pembuatan - | Desember 2014
Tanggal Revisi - | 3 Juni 2024
Tanggal Efektif . | 1 Januari 2025
Disahkan oleh
Kepala Dinas Kehutanan,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR —
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR H. Joko Istanto} S P., M.Si.
NIP 197508072000031003
BIDANG PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Nama SOP : |Persiapan Sekolah Lapang Penyuluhan Kehutgnan Mendukung Perhutanan Scsial
SEKSI PENYULUHAN
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo UU Nomer 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 1. Harus memahami/mengetahui Peraturan-Peraturan Kehutanan berkaitan dengan
Tahun 1999 Sekolah lapang penyuluhan kehutanan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2 Harus memahami mekanisme pelaksanaan sekolah lapang
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Nomor P.76/Menlhk/Setien/Kum. 1/8/2016 tentang PK PNS dan PKSM
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Nomor P.77/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setien/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Nomor P.67/Menlhk/Setjen/Kum. 1/12/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan
7. Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 Kepada 33 Gubemnur

Pemerintah Daerah Provinsi

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pengajuan Konsep Naskah Dinas 1. ATK
2. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar 2. Komputer/Laptop
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Jika tidak dilaksanakan akan mempengaruhi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan 1. Dicatat dan disimpan sebagai data manual dan elektronik




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur ; ; Penyusun Keterangan
Ka.Bidang Kasi Bahan Matari Persyaratan/ Waktu Output
PPMH Penyuluhan Kelengkapan
Penyuluhan
1 2 3 4 5 7 8 9 10
SOP Persiapan Sekolah
Melaporkan kepada Ka. Bidang PPMH mengenai rencana Mulai Lapang Penyuluhan
1 |Penyelenggaraan Sekolah Lapang Penyuluhan Kehutanan _ DPA 30 menit Nota Dinas Kehutanan Mendukung
Mendukung Perhutanan Sosial 1 Perhutanan Sosial
Memberikan arahan, dan memerintahkan Kasi Penyuluhan
Z  |menyusun instrumen dan bahan kelengkapan Sekolah Lapang Disposisi 15 menit Disposisi
Penyuluhan Kehutanan Mendukung Perhutanan Sosial
Menugaskan Penyusun Bahan Materi Penyuluhan untuk menyusun
3  |instrumen dan bahan kelengkapan Sekolah Lapang Penyuluhan Disposisi 15 menit Disposisi, Data
Kehutanan Mendukung Perhutanan Sosial
Menyusun instrumen dan bahan kelengkapan mmroﬂr Lapang . Konsep Instrumen, . Konsep Instrumen,
4 Penyuluhan Kehutanan Mendukung Perhutanan Sosial , kemudian 1200 menit
. ; ; Bahan Kelengkapan Bahan Kelengkapan
menyerahkan kepada Kasi Penyuluhan untuk dikoreksi,
Memeriksa instrumen dan bahan kelengkapan Sekolah Lapang
Penyuluhan Kehutanan Mendukung Perhutanan Sosial Jika setuju,
5 membubuhkan paraf, kemudian menyerahkan instrumen dan Konsep Instrumen, TH S Konsep Instrumen,
bahan kelengkapan monitoring dan evaluasi kegiatan kepada Kabid Bahan Kelengkapan Bahan Kelengkapan
PPMH Jika tidak setuju, memerintahkan Penyusun Bahan Materi = _/
Penyuluhan untuk memperbaiki instrumen. {
|
Memeriksa instrumen dan bahan kelengkapan Sekolah Lapang |
Penyuluhan Kehutanan Mendukung Perhutanan Sosial. Jika setuju,
membubuhkan paraf, kemudian menyerahkan instrumen dan fonsepThstrmmen, . Konsep Instrumen,
6  |bahan kelengkapan Sekolah Lapang Penyuluhan Kehutanan Bahan Kelenekaar 10 menit Bahan Kelengkapan
Mendukung Perhutanan Sosial kepada Kepala Bidang PPMH. Jika gkap
tidak setuju, memerintahkan Kasi Penyuluhan untuk memperbaiki
instrumen.
Memerintahkan Kasi Penyuluhan untuk menyimpan surat-
g [|menyurat dan kelengkapan untuk Sekolah Lapang Penyuluhan Instrumen, Bahan 5 menit Konsep Instrumen,
Kehutanan Mendukung Perhutanan Sosial , serta melaksanakan Kelengkapan Bahan Kelengkapan
kegiatan sesuai waktu pelaksanaannya.
9 Menyimpan instrumen dan bahan kelengkapan Sekolah Lapang Instrumen, Bahan B Konsep Instrumen,

Penyuluhan Kehutanan Mendukung Perhutanan Sosial

Kelengkapan

Bahan Kelengkapan




Nomor SOP 000.9.3.3 D SOIDK-V/2024
Tanggal Pembuatan Desember 2014
Tanggal Revisi 3 Juni 2024

Tanggal Efektif

1 Januari 2025

Disahkan oleh
Kepala Dinas Kehutanan,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR H. Joko Istantd S.P.. M.Si.
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NIP 3&83»80888
Penyusunan Laporan Sekoleh Lapany Penyuluhan Kehutanan
BIDANG PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Nama SOP Mendulurig Pethutanan Sosll
SEKSI PENYULUHAN
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomer 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang
Nomor 41 Tahun 1999,

1. Memahami sistematika penyusunan laporan
2. Memahami Tata Nagkah Dinas

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Nomor P.76/Menlhk/Setien/Kum.1/8/2016 tentang PK PNS dan PKSM
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Nomor P.77/Menlhk/Setjien/Kum.1/8/2016 tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Nomor P.67/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pedeman Pelaksanaan
7. Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 Kepada 33 Gubernur
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. ATK
2. Komputer/Laptop
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Laporan sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban setiap pelaksanaan kegiatan.

1. Dicatat dan disimpan sebagai data manual dan elektronik




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Penyusun : ; Keterangan
; Kasi Penyuluhan | Bahan Materi ST S EDITES ) B Walktu Output
PPMH Kehutanan Kelengkapan
Penyuluhan
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9
) : SOP Penyusunan

1. Menugaskan Penyusun Bahan Materi Penyuluhan untuk menyusun it 30 menit disposisi Laporan Sekolah Lapang

Laporan, Penyuluhan Kehutanan

¥ Mendukung Perhutanan

Mengumpulkan dan mengolah data, serta menyusun konsep Sosial
2. |laporan, kemudian menyampaikan kepada Kasi Penyuluhan untuk 7 disposisi, data 420 menit | konsep laporan

dikoreksi.

Mengoreksi konsep laporan. Jika setuju, menyerahkan kepada
3. |Kabid untuk dikoreksi. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada konsep laporan 10 menit | konsep laporan

Penyusun Bahan Materi Penyuluhan untuk diperbaiki.

v

Mengoreksi konsep laporan. Jika setuju, menyerahkan kepada >
4 [Kepala Dinas untuk dikoreksi. Jika tidak setuju, mengembalikan konsep laporan 10 menit | konsep laporan

kepada Kasi Penyuluhan untuk diperbaiki.

Mengoreksi konsep laporan. Jika setuju, menugaskan Kabid untuk

. .. | konsep laporan,

5 |mencetak final laporan dan memproses penandatanganan. [ika konsep laporan 10 menit dfeposish

tidak setuju, mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki.
6 Menugaskan Kasi Penyuluhan untuk mencetak final laporan dan konsep laporan, — konsep laporan,

memproses penandatanganan. disposisi disposisi

y

7 Menugaskan Penyusun Bahan Materi Penyuluhan untuk mencetak konsep laporan, T konsep laporan,

final laporan dan memproses penandatanganan. disposisi disposisi

h

8 Mencetak final laporan dan menyerahkan kepada Kasi untuk xozmwv _mnc.qm:. 15 menit | Konsep laporan

mendapatkan paraf. disposisi

A

9 Membubuhkan paraf, kemudian menyerahkan kepada Kabid untuk fkotisep laporai 5 menit | konsep laporan

mendapatkan paraf.

A 4

10 Membubuhkan paraf, kemudian menyerahkan kepada Kepala Dinas kensep laporan 5 menit | konsep laporan

Kehutanan untuk mendapatkan tanda tangan.




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Penyusun ; ; Keterangan
g Kasi Penyuluhan | Bahan Materi e Rendi [ et Waktu Output
PPMH Kehutanan Kelenglkapan
Penyuluhan
11 Emg_u:w.:rwm_: tanda tangan, kemudian menugaskan Kabid untuk kensepJaporan 5 menit | laporan, disposisi
mengarsipkan laporan.
v

. . laporan, . . -

12 |Menugaskan Kasi untuk mengarsipkan laporan. . L 5 menit | laporan, disposisi
disposisi

13 |Mengarsipkan laporan. lagibiin, 5 menit arsip

disposisi
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